
; 1. Pasal is.ayat (b) Undang-Undang Dasar Nr::garaRerlUblik
lndoncsia.Tahun 1945;.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 rentang

Pcmbenrukan DaerahTingkat Ildan Kotapraja di Sumatera

Selalan [LernbaranNegara Republik Intones;a Tal)u.n.~;;~

~1"r~"'l_fJ

Mengirtgat

BUPATI MUST BANYU/\SIN,

Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukurnan disiplin dan sanksi
administratif bagi pegawal pemerlntah dengan perjanjian
kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati
.p~lfuDin-3:anaparatur slpil ile'gara. untuk riletiegdk1faJinilai­
nitai kepatuhan, l()yalitas, dedikasi, dan keadilan dalam

upaya menciptakan .aparatur sipil.negara.yang profesional.
akuntabel, .srn·er~Js.transparan dan incvatif, st'.hingg~
terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah. .
dengan perjanjian kerja yan:~ tinggi:

b. bahwa untuk mcnjamin aeas akumabitttas dalam

pelaksarraan peujatuhan hukuman diiiplin ."ega:~vai
pernerintah dengan perjaojian kerja, dipcrlukan petunjuk,
teknis didalam oelaksarraannya;

c. bahwa unluk melaksanakan ketenruan dalam ~a.$aj52
Pcraturan Pemcrmrah Nomor 49 Tahun -201'f:l t~ntang
Manaje'inen Pegawai Pcmcrintah 'dcngan Pcrjanjian Kclja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, hueuf' b, (Ian huruf c, perli.) menetapkan

Peraruran Bupati tentang Dislplln Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja;;

,

DlSIPLlN PE€,AWAI P~MERlNT:\H nENGAN PERJ_:\l~JL!lN KERJA

nENOAN RAHl\-1ATTUl-IAN 'tANG MAI:iA ESA

"lJi;NTANG

PE;R,\TURAN au"'IITT l\,fUSI BAJI;YUASIN
NOMOR fi TAHl:JN 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN



Indoricsia Tahun 20 t4 Nomor 244, Tambahan- Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587\ sebagaimana
telah beberapa kaJi diubah terakhir dengan undang­

U(lcla,ilg Nomor ,6 rabun 2023 tentang Penerapan
Peraru ra " Pemerrntah Penggafln Unutliig-Un(\ang N6iDot 2
Tahu" 2022,l'elltang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran NegaraRcpublik Indonesia Tahun 20~3 Nomor
41, Tambahan Lernoaran N~g9ra Repubtik lodooesia

Nomor 08'561:
4, Undang-Undang Nomor '20 Tahuu 2023 teruang Aparatur

'SipiI NcgaIt<[Lembaran Negara Rel)ub1ik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tam!lii.lliill Lt\IDb9ra" Negara,R~iiul)lik
Indonesia Nomor 0897);

S, Peraruran Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 1<,ntaI1S
Manajemeu Pegawai Perncrintah dcngan Pcrjanjian Kerja.

[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20,8 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negnm Republik Indonesia
Nomor 6204);

Q, Peraruran remer! utah Nornor 3,0 Tah'un 2019 tentang'

Penilaian Kinerja Pegawai Nei.;~ri8irJiJ (Lemb,aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019, Nornor 7-7, Tambahan

Lembaran NegaraRepubliklndonesia Nomor 6340);
7., Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 202] tentang

Upay<>. Administratif dan Bad')n r>e:rj';mqangan Aparatur

Slpil "I'~ga.ra[Lembaran Negara R~p'ul)lIklndonesia Tahun
2(2) Nomor 175, ni.mbitnan Lerubaran Nef,'al'aRepublik

Indonesia Nomor 6705)
8, Peraturan Pemermtab Nomor 94 Tahun 2021 tenrang

Disiplin Peg-d.),aiNegcri Sipil (Lernbaran Negara Republik

Indonesia 1'a111.1n2021 Nomor 202; Tambahan l.embaran
Negm.g Repub(jk, Indonesia. Nomor (>7181;

tentang
~cpublik

3, \In'dilng-Unda,ng, Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Qael'ah [Lembaran Negara

Nomor 73, Tambahan Lembaran !'Iega,-a Repu blik

lndoncsia.Nomor 182 J I;
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~L-_.~A.!ilI--if,-;L.~_-I,LG-f...:J

Badan Kepegawaian Clan Pengembangan Suniber Day",

Manusia.Kabupaten Must Banyuasin,
o. Pojabat, Pembina.Kepegawajan )':U-n_gselanjutnya dis.ingl(pj

PPJ{ adalah pejabar yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkaran, pemindahar; dan
pemberhentian Pega\v,1"li Pernerinrah .rtengan Perjanjian
Kerja dan pernhinaan manajemen Pegawai Pemerlnreh.

7. .Iabatan Ma.najetial ,idaiali sekelompok jabatan yang
merniliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
p'ega'l\~aiyang berkedudukun langsung di bawahnya untuk
nrencapai tujuan erganisasi.

Pasal 1
Dalarn Peraturan Supan ini yang dimaksud dengan :

J. K.!lbupater'l.adalah Kabupate" Musi ~"(lyuasin.
2. Pemerlnrah Kabupaten adalaf Pemerintah Ka);upaten Musi

Banyuasin.
3, Bupati··adalahBupau Mus;Banyuasin,
4.. Sckretaris Daerah adalah Sekrctaris Dacrah Kabupatcn

Musl ~anYltr'lSin.
5. Pejabal yang membidangi Kepcgawaian adalah Kopala

'"

BAB[
KEl1'ENTUAN U1,,!UM

PE:RATURAN BUl'ATI 'TENTANO DISlPLIN PEGAWAI
Pf';II-tF)RINTAHDE:NGAJIfPERJANJIAN KERJA.

J.IEMUTUSKAN:

9. Peraturan Badan Kepegawaian Nega!'a Nomor 18 Tah'un
20.20. (culling Pcrubahan .atas Peraturan, Badan

Kepegawaian. Negara Nomor 1 'f,i311un 2.0..19 tentang
Peruniuk Telmi~Pengadaan Pegawai, Pemerintah Den!o',iin

Pcrjanjian Kerja~
10..Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor (> Tahun

20.22 tentang Ketentuan PCWKSt1.ot<an Peraturan
P-emerintnh Nomar 94 'rcihun 20.21 rcntang Disiplin

PegaWAjNegeri Sipili
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pcrbuatan Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang tidak menaati kewajiban dan j-at..'lu mclanggar
larangan. ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah' dengari.
Pei'janjiail .KcrJll,. balk yang d ilakukan d i dB15mmiiUl'UD di

luar jam kcrja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukurnan yang- dljatuhkan

kcpada, Pcgawai Pemerinrah dengan P~tjalljial' I~erja
karena melanggar f/,Cral'U[MdisiJ,ltn Pe.g~waiPerneriutah
dengan Perjanjian Kerja,

13_Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disiflgI<!llPPPK :!(\li-Ian \\'arg(\negtu-a_ln~one-sia

)!litng mernenu hi syarat tertenru, diangkat scbagai pcgawai
Aparmr Sipil Negara oleh Pcjabat Pembina Kepegawaian
unruk ruenduduki jabatan pemerintahan.

'14_Pejabllt y" ng Berwenang .Menghukum, adalah pejabat yang
dlberl wewenang menjatuhkan Hukuman Qisipiin kepada
PPPKyang rnelakukan pewnggaran dislplin.

15.l'emutusaH Hubungan f'erj?lIljian Kerja ".ebag"i PPPI(
'.

adalah pernherhentian y'an!', mengakibatkan seseorang,

kehilanga n statusnya sehagai pppl(.
16.Upava Administratif adalah prosedur ya.ng dapat diternpuh~

oleh PPPK yang udak puas rerhadap Hukuman Disiplin
yang dijan,hkan kepadanya berup« keberatan, atau
banding administratif,

1>_ .Jabatun Nonrnanajerial ad.•lah sekelompok jabatan yang
m~ngCltamal<a.n kompelensi Y.aog becslfat. teknis sesuai

l>idangny~ dan tidak' memiliki tanggung jawab laitglAlng
dalam mengelola rlan mengawasi kinerja pC~t.=t'~v~.

9_ .Jabatan Fungstoual yang selanjutnya disingkat JF adalah

sekelompokjabatan yttng berlsi rltllg~idan rugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang l:(erdasaJ'l(an pada

ki:abJiall darr keterampilan tcrtcntu,
10. Di1rtp1ih. PPPK adalah keSai;ggupan: PPPK untuk ineriaati

kt\vajil)al'l dan menghlndari Iarangan yang ditentukan
dalam-Petaturan Bupati ini.

11. Pelanggaran Disiplin adalah "etiap ucapan, tulisan, atau. -_.
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Pasal2
(11 PeraturanBupatiaai dimaksudkan sebag a.i pedoman reknls

qagi pcjabat dan Pegawai'jyang berkepenringan daJrun
mcllli<"''Ifuil<an pehegtil{a" DL~plin_

menangani Banding Administratif sengketa .kepegswaian

sebagai aJribat pelanggaran disiplin.
21. Atasan Langsung adalah pcjabat atasan dad Pegawai

Pemei'ifilah dengan Perjanjian Ketja yllng.diperiksa.
2.2_Masuk i(erja ndalah keadaan.meleksanakan rugas balk di

dalarn maupun ·d[ Iuar kantor.

2:~_Gaji adalah upah kerja yang dibayar datam waktu yang
tetap sebagal balas jass dan penghargaan alas presrasl
kerja, Pegawal Pemeriritah' dengan Perjanjian Kerj'l

24. Dampak Negatif adalah dampak yang rnenimbulkan.
turunnya harkat. martabat, citra. kepcrcayaarr, nama baik,
dan/atatt-mt,nggtmggu kelancaran pelaksanaan tugas unit

kerja, tnstansi, dau/utau pemerintah/Negara,

Negara., yang
lembaga yang

20.Badan Perumbangan Apararur Sipil
sclanjutnya disebut BPASN adalah

17.Keberatan adalah Upaya -Admlnistratif yang dapat
dilcmpuh olen PPPK ya.ng Upai,< puas terhadap Hukuman

Di~iplin yang dijaLuIik'lD bld~ pejahal yang berwenang
menghukum, kepada .atasan pejabat yang berwenang~ - .
mengnukum.

18. Banding Administratif adalah Upaya Administracif yang

dapat ditcmpuh oleh PPPK :y~ng tidak puas terhadap
Hukuman Disiplin berupa. pemutusan. Hubunga«
PerJrihjiafiKei'jaseoaga; PPPKyitilg llijlirunl{iilj ol<illpejahat
y.o,,!!. berwenang menghukurn, kepada Badan
Pertimbangan: AparaturSipil Negara,

19.Tim.Pemerikse adalah tim yang dlbeutuk oleh pejaba.ty:ang
berwenang mernbenruk Tim Perneriksa dengan- surat
perintah untuk metakukan perneriksaan terhadap Pl?pk
yang di,(luga melakukan pelauggaran disipliu, dengau
ancaman Hukuman Pisipli'b .ti.ngKiit se<Jarig dafi/afaU

benn.
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Pasal4
(II Masa Hubungan Perjanjian ]{crja bagi PPP.K,paling singkat 1

[saru) tahun dan dapat diperpanjang-sesuai Kebutuhan' dan
berdasarkan penilaian kinerja,

(2) Perpanjangan Hubungan Porjanji>t!1 Kerj" -sebagaimana
dimaksud pada ayatil) didasarkan pada pencapaian kinerja,
kesesuaian .kcnipetensi, dan kebutuha 11 instansl se~'a1l
mendapar perseiuj\Jan PPK

(3) Dalam bal perjanjian kerja PPPKdiperpanjang' sebagaimana
dimaksud pada ayat {I], PPKw~Jib·rnenyampfljkantembusan

keputusan perpanjangan p~rja.njlan kerja kepada. Kepala
Badan l{epegawa~J.iNegai'a,., .

BAI:lIU

MAS,\ Pij;I'4lANJIAN

Ruang Iingkuppengaturan Peraiuran Bupati ini meliputi:
a. masa Perjanjian:
.b, ke\~aji'ban111.10Lar'lnga.n PPPK;

c. ~ti'ksi;
(!.l'Jemutusan Hubungan Perjanjian Kerja;
e. pemanggilan:
f_ perneriksaan;
g..berita:acara Pemeriksaan. Dan Laporan hasil Pemcriksaan:

11. penetapan keputersan:
i pejabat yang berwenang menghukum;
j. UP,lYa,;,lIlnrhisttotif;
k. pembatasan hak kepegawaian; dan
L pendokurnentasian keputusan Hukurnan Disiplin .

BAB 11
RUANGLlNGl~UP.

(2) Pernbentukan Peraruran Bupati ini berrujuan unruk:

a. ~rnel1iftgkalkill'idis'pliil PPPK;
b. menlngkatkan kinerja darfkualitas PPPK: dan
c. meningkatkan tanggung jawab PPPK,
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mengetahui ada hal yan!l'dapat rnernbahayakan keamanan
negara atau merugikan keuangan uegara:

d. melaporkan har'ta kekayaan kepada (lejaQa,tyang.berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. masuk kerja dan menaatl ketentuan jam kelja,;

Selain memcnuhi kcwajiban scbagaimana dirnaksud de lam
Pasal S, PPPK wajib:
a, menghadiri dan rnengucapkan 'sumpah/j~;j; jabatan PI'PK;
b. menguramakan kepenringan-riegara dari pada kepentiugan
pribadi, seseorang dan atau golongan;

c. .melaporkan dengan, -segera kepada 'atasannya apabila. ~ .

Pasal S

pcrncrintah yang bcrwcnang;
d.menaari ketentuan peraturan pernndang-undangan:
e. melaksanakan, lug','s kedinasan dengan penuh pengabdian,

k~j.l!jll.n'u1,kesadaran dan langgungJa'.wa9;
f. menuniukkan Integritas dan keteladanandalam sikap,

perilaku, ucapan dan rindaken kepada setiap orang. ,baik eli
dalam maupun eliIuar kedinasan:

g. menyimpan rah,"~iaj,._b"landan h~yl-tdaptl.lmengemukakan
rahasia jabatan sesuai dcngarr ketcruuan peraturan

perundang-undangan: dan
b.bersedia ditempatkan eli seluruh wilayah Negara Kcsatuan

Republik Jndonesia,

PPPKWajib:
'R. sctiadan taat sepenubnya kepada Pancasila, Undang-Undang

Dt.(.ctr Negara Repubtik lndnnesisr 'l'ahun 1945, Negara

Kesaruan RepubljkJndonesia dan Pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kcsatuan bangsa;
c, metaksanakan, kcbijakan Y,anll ditetapkan ol~b pejabat. . . .

P,\sa! 5

Bagian Kesaru

Kewajitian

HAI3JV

KEWA.Jmi\N, 1.r\RAJIIGANnAN sanksi BAG] ppp~
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b. PPPK yang digugat cera;'
a. PPPI{ )~ng mengajukangugat cerai: atau

dlcarrmrnkan alasan yah!; lengkap Y''''''g: mcndasari
permohonan izir) perceraian.

'(4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana
dimaksud padaayat (l)mdipllli:. .~. .

iiin perceraian harus.

P".aI9,
(I.) PRPKyan!; akan melakukan perceraian W<ljlllmemperoleb

izin terlebih dahulu dari PPK,
(2) Perrnohonan unruk memperoteh jzin sebagaimanadimaksud

pada ayat p) ctiajukan eecara, lertulis.

PasiilB'
(11 PPPK yan~meJangsungkan perkawinan pertama, wajib

rnemberitahukannya secara tcrtulis,rnelalui saluran hicrarki

dalam waktu paling lambat 1 [satu] tahun setelah.
perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Ketentuan seba.gainl,ana dimaksud pada.: ayat (11 berlaku
juga bagi PPPK yarrg telah rnenjad! duda/jandll yang
melangsungkan perkawinan 'Iagi.

Pasal 7

KetenruanIebih lanjut mengenai kewajiban PPPKmasuk kerja
dan menaatl kctcntuan jem k,ct;jascbagaimana.dimaksud dalam
Pasal 6 buruf t: seauaidCl')g.ron keienruan peraturan pei'un(ll)ng­

undangan.

rnei;1gembangkau kompetensi: dan

b. mcnolak segala bentuk pemberlan y.an~berkaitan dengan

cugas dan Iungsi kecuali penghasilan sesuai deng€ll1
ketentuan peraturan perundang-undangan,

untuk

f. menggunakan dan mernelihara barling milik negara dengan
sebaik- baiknya:

g. rnemberikan kesempatan .kepada

-8-
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PPPK dilara ng:
a. menyalahgunakan wew."ong·;
b, mcnjadi porantara untuk rnendapatkan keuntungan pribadi

danj atnu orang lalndenganmenggunakan kewenangan orang
lrilo yang, diduga let]aru konllik. kepentingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai aiau bekerjauntuk negara il-'lio.-;'

d. bekerja pada Iembaga atau organisasi lainnya tanpa izin atau
tanpa di.Lugasl<an oleh PPK;

c. l1(:'kerj?l pada perusahaan asil,*. konsultan asing, atau
ternht;lga swadaya masyarakat asmg kecuali ditugaskan oleh
1'1-';:;

r. memiliki, menjual, mernbeli, .menggadaikan, menyewakan,
arau meminjamkan bare og baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumcn, atau sural bernarga milik Ile'gal·a secara tidak sah;

g. melakukan pungutan ill luar keteatuan:
b.melakukan kegiatan yang merugikan.negara/ daerah:
i. bertindak sewena:ng-\Vonan~icrhadap bawahannya;
J. menghalangi berjalannya tugas' kedinasan:
kr.menertma hadiah atau sualu pcmbcrian apa- sala dan

slapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/alaU
peker]rlanJ1);a.;

I. mernintasesuatuyangberhubungandengan jabatan:

-m.mclakukan suatu tindakan atau 'tidak melakukan suatu

tincla}{atl yang dapat menghalangi. atau mempersullr satah

.satu. pihak yang (tila~~ sehlngga mcngaki~,atKan kerugian
bagi yang dilayani.dan

n,mernberikan dukungan kepada calon Preslderr/Wakil

Presiden, calon Kepala Da.erah/Wakil Kepala Daerah, cajon'
anggota Dewan Perwakilari Rakyat, calon anggota Dewan
Perwakilan ~R.rik)l·a[_Daerah deri&<J.11 ca'IOD:

1. ikut karnpanye;
·2.menjadi peserra kampanye dengan meuggunakan atrieut

partai atau atribut ASN;
,3, 'seJiagai peserta kampanyc dcngan m<mg("'abkfmASN lain;

PasaJ 10

Bagian Kcdua

Larangan

·9
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Pasal 12
(1) Sotiap PPPK yang tidak mernatuhi kewajiban dan/atau

melanggar latan~an' sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7. Pasal .8: Pasal 9·ayat (1), PaS'lJ iodan Pasal

Fl. diberikan sanksi berupa Hukuman Dlslpliu .
(2) Sefia:p'pelanggaran dlsiplin oleh PPPKyang bel'\lpa ucapan,

rulisan, atau perbuaran PPPK,b~.)'tLOg dilakukan.di dalam,
maupun di luar jaw kerja dijatuhi Hukuman Disiplin .

Paragraf 1

U,nlU1l1

B.all;iau KeUg..

Sanksi

Pasal l]

Selain Iarangan sebagalmane rumaksud dala'" Pasal 1n, PPPK

dilarang:
a. bcristri lebih dad saur tanpa ieln dar! PPK;,iltau
:b. rnenjadi-istri. ke.d,ua,fan seterusnya.

keberpihakan. terhadap pasangan calon yang menjadi,

peserta pernilu, baik- scbelum, selama dan sesudah rnasa
kampanye meliputi pertcmuan. ajakan, hirnbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada Aparatur Sjpll Negara,
dalam Hngkungan unlr kerjanya, anggota keluarga dan
mssy..arakat,

7-.mernberikan surat dukungan disertaiforokopi Kartu Tanda

Penduduk arau Sw-at Keterangan Tauda. Penduduk.

kepadakegiatan6. mengadakan

mengunturi'llkan a.t;;u meru~ salah St~l,l! pasangan
eaton selama masa kampenye-danj'atau;

Uodakandan/atau.kcputusan

4. sebegai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas'

ncgara;
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Pasal 16
.Jenis Hukurnan Disiplin berat sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf c terdiri aias:
a. peniutusan Hubungpri·Pe;j_a.t)jinri'KerjaPPPKdengan hormat:
b. pemurusen Hubungan Perjaojian Kerja PPPKdeng;'lOhormat

tidak.aras perrnintaan sendie; atau

c. pernutusan Hubungan Peria.nJlfUl Kerja PPPK tidak dengan
hormat.

Pasa115
.Jenis Hukuman Disiplin sedaag sebagairnana 'dimaksud datam
Pasal 13buruf b terdiri atas:
a. penundaan kenaikari gaji berkala.selama 6 (en!'ll'1 bulan;
b. penundaan kcnaikan ~jiberkala selarnaP (sembilan] bulan;

dan/atau
c. penundaau kenaikan gaJi berkala selama 12 (dua belas)

bulan,

Pasal14

Jllnis 1~\lIcumanDisipli'r.lringan .sebagaimana dimaksud daJam
Pasall.3.hurufa tl'rdiri ala's:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis: danj asau.
c, pernyataan; tidak puas secara rertulis,

Pasal 13
uukuman Disiplin sebagaimana dimaksud 'dalarn Pasal 12
terdiri atas.
a. Hukuman, Disiplin dngan:
1;. Hukuman Disiplin sedang: dan
c. Hukuman Disiplin berat.

Paragraf Z
Ting~atan dan ,)enis Hukuman D.isiplln
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(1) $,etiap PPPK dikenai sanksi HUkuman Disiplin nligan
sebagalrnanadimaksud dalam Pasal 13 huruf a apabila
melanggar rerhadap kewajiban dan tidak- mernenuhi
kctcntuan scbagaimana dimaksud dalarnPasal ;; huruf c,
Paaal 5 hurnf d, Pasat 5 hurur-e, Pasa1 5 Iiuru.f f, FasalS'
huruf f:' Po,sal5 huruf h, Pa,,;l h hunif a, Pnsal 6 huruf b,

Pasal b huruf C, dau/atau Pasal " f~uruf g apabila
pelanggaran. berdampak negi>.tiCP!lda untt kerja PPP,Kyrulg
bersangkman;

(2) Sctiap PPPK yang melanggar kCICJlIUan sebagaimana
dimaksud 'dalarn Pasal:6 huruf e dikcnai sanksi Hukuman
Disiplin ringan berupa:
a. tcguran Jisein bagi PPPK yang, tidak ma's,uk kcrja tanpa

alasan yang sah secara kurnulatif serama 3 (tiga) hari kerja, '

dalam 1 [satu] tahun;
b_t~guralt rertulis bag; pPPJ( yang tidak masuk kerja tanpa
.j$$~.riyang sah ~~l-:Ara!o,tmul!ltir selama. 4 [empar) ban
kerja sampai dengan 6 (i)nanl) hal'; ke~jadalam 1 (satu]

cahun,
c. pernyataan tldak puaa secara, te,.lLdis 'bagi F'PPK yang

tidak masuk kerja t""PC<alasan yang sah sf!C'.trakumulatif
selama 7 [tujuh] hari kerja sampai dengau 1a (sepuluh)
hari kerja dalam 1 [satu] tahun.

ra) Format kepurusan sanksi Hukuman Disiptin ringan
sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf a.,.huntf b clan
buruf c tercanrum dalarn Lamplran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peratul'an BUJ)'HUini.

Paragraf ~
Pelan!,~aral1Terhadap K~wajib"ri

"

Bagian Keempat
.Jenis Pelanggarandan Hukuman

- 12-



PasW 18

(1) Setiap PPPK yang, mclanggar kewajiban, dan/atau tidak
memenulti ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5
buruf Q. Pasal 5 huruf C" Pasal .;; huruf d, Pasal 5 .huruf e,
Pasal 5 buruJ r, Pasal 5 huruf g. Pasal 5 huruf h, Pa""J 6

huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c. Pasal b huruf d.
Pasal 6, huruf li danj atau Pasal 'b huruf. g apabila

p<-J~nggnr3nberdampak n'egatif papa instansi PPPK yang
bersangkutan dikenai sanksi Hukuman Disiplin -sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ib.

(2,) Seliap PPPK yang melanggar kctcntuan sebagaimana

dimaksud. dalam Pasal '" bUTUf~ dikenal "anlt.i l-lukurnan
Disiplin sedang berupa:

a, penundaan kenaikan gaj.i berkala selama 6, [enarn] buill,)
bagi PPPKyang !fdak masuk kerj@~allpa alas"In yang s:al1

secara kumufatif selama ]) [sebelas) satnpai dengan 13
(tiga belas] harl kerja dn lam 1 (saru] tahun:

b,penundaan kenalkan gaji berkala selama 9- (serubllanl

bul1i\Il 'baS; PPPI<yang \idak masuk l$.e(ja tanpa alasan
yang sah secara Iru_rnutatif selama 14 (~mpatbolas) .hari
keria sempal dengan 16 (enam bela,,) ban ](cl)a dalarn I
Isatu) ta hun;

c, penundaan k..n~I),<a.llgaJI oerkala selama 12 (dua b"I!-,~)

bulan .bagi PPPK yang tidak masuk kerja l.;mpa.alasan
yang sah sccara kumulatif sclama 17 [tujuh beJasj han
ked" sampai dengan 20 [dua puiuh) han kerja dalam 1
[satu] tahun,

(3j Setiap PPPK }.'ang mernberikan dukungan kepada calon
Presiderr/Wakil Presiden, eaton kepala dnerah/,,,,ikil kepRJa.
daerah, ealon anggota Dewan Perwakilan R~1:kyal,calon
anggota D¢\v.an Perwakilan Daerah, alau eaton anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .dengan cara menjadi
peserta karnpanye dengan menggunakan atribut partai atau
arribut PPPKscbagaimanadirnaksud huruf 11 dikenai sanksl
hukurnan disiplin sedang,

(4) Format keputusan sanksi Hukuman rji~fplin sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf 1) dan

f':r-f· ,:~,
-r--
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(5) Setiap PPPKyang melan~ar ketentuan masuk keIja' dan
menaatl ketenruan jam k<:rjasebagaimana dimaksud dalam
Pasal (> huruf e 'i:llkeoai sanksi Hukuman Disiplin berat,
berupa:

a. pemumsan Hubungan Perjanjian Kcrja PPf~l{dengan
horrnat tldak alas pcrmintaan sendiri bagi PPP.l{yang

tictakmasUk l!.erfatarrpa alasan yang s'ab seeara kturll.1!atit
selai:na21 (dua pululr.satu] sarnpai dengan 27 (d\)a puluh
tujuh) hari kerja dalarn 1·2(dua bela;') bulan;

b. pcmutusan Hubungan Petja.njian Kerja PPPK ti.dak dengan
hormat bagt PPP)<ya,,& ridak masuk kerja tanpa alasan

iru.

DisipJiu beratsebagaimana dimeksud dalain Pasal 16,

(4) Conton kasus pelanggarun berdampak n..gatil' pada negara
yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana
dimuksud -dalam. ayat (1) rercantum dalam Larnplran vang

merupakanbagian tidak terpisah kart i!ari Peraru.ran Bupati

P"sal19
(II Setiap PRPI{ yang rnelanggar ketenruan .sebagaimana

dimaksud dalam PasoJ5 huruf a, apabila pelanggaran

berdarnpak ne'gatif pada unit kerja, Insransi, .danl atau
Negara dikenal sankai Hukuman Diaiplinberat. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16,

(21Seliap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana­
dlmaksud dalam Pas!,.! ;; huruf' b, PaSal 5 huruf C, P"4';!l15

huruf d. Pasal 5 Iruruf e, P),@L5 huruf f, Pa;;aI.5 huruf IS.
Pasal 5 hU1':Ut hi 'dan tidak mernenuhi kerentuan

sebagairnana dima ksud de lam P.a.s.alf> hurur b, PaS1!,l6 hutuI
c .apabila Jl.elanggai'an t.>~l'd~Jtlpaknegatif pada Neg,"',,­
dikenai 'sanksl. Hukuman Disiptin bCJ'a,t sebagaillllUla
dlrnnkaud dalarn Pasat 16,

(31 Setiap i>PPKyang tidak memenuhi ketcntuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (, huruf b dikcnai sanksi Hukuman. ~ . .

huru f c tercanru 11:) dn lam Lampiran ya ng merupakan bagian

ridak rerplsahkan darl Per.atu(.an Bupali inl.

-i4-



Pas" I 20
seuap PPPKyang melanggar kctentuan seoagaimarra dirnaksud
dalam POd.arlO hurufI, P""",] 10 huruf h. Pasal 10 huruf i, Pasal
10 huruf j., ap.abila pelangguran berdampak negatif pada Unit
kerja dlkenai sanksl Hukuman PisipliJ1 ringair sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

Pelanggaran Terhadap Larangan
Para !!TO f '2o

sebagaimana di:n:taksod pada -ayat (5) huruf a, huruf b, dan
.huruf c rercanrum dalam Lampiran yangmerupakan bagian
tidak terpisahkan dart Peraturar! Bupati lui.

.
huruf d tcrcantum dalam.Lampiran yang mcrupakan bagian
(idak terpisahkan dar; Peraturan Bupati Ini,

(7) Contoll kasus penghentiaupembayaran gaji PPPf(yang tldak

masuk kerja dan ridak rnentaau ketcntuan jam ({"Ija ranpa
-alasan yang s..1b seeara terus menerus selama 10 (scpuluh)

han kcrja sebagaimana dimaksud, dalarn ayat (5) huruf d
tercanturn dalam Lampiran yp,ng nierupakan b.agian tidak
terpisahkan dan Perarurall' Bupati ini.

(1.\) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dlmaksuc; d.a1amPasal 8., Pl!-~a19 a,y"t (1) dan Pasal 11
c!ii{CI1Ou sanksi Hukuman Disiplin berat.

(9) Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin berat..

tcrus menerus. selama 10 ("ep.uluh) han, yang-didahului
dengan penghentian gaji yang- bersangkutan pada bulan
beri kurnya.

(61 Formal keplltu.san l)etl'llull$'an Hubungan PeIjanjlan Kerja
PPPKdengan horrnat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

yang-sah secara kumulatif selarna 28 (dua puluh deJapan)
atau lebih dalam 12 (dua belas) bulan; dan

C;:. oemutusan+rubungen Perja.nji~J1Ker.jll..PPPKtidak dengan
horrnat bElgi PPPK yanp, jlks 'dari, basil pemeriksaan,
terbuku udak masuk kerja tanpa: alasan yangsah secara-.
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berat,

(2) Setiap I'PP)( yang metanggar ketenruan sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal ]0 huruI f, Pasal Ju buruf g. yang
berdampak taegatif pada Negara danj atau pemerinrah
dikenai 'sanksi Hukurnan Diaiplin berat,

(3) Contoh kasus, pelanggaran berctamp'ak negaLiJ pada unit

kerja, instansi dan negara sebagaimana dimaksud Pasal·21,
'Pilsa.l22 rercanrum dafam Lampiran.yang merupakan bagian
tidak tcrpisahkan dar; Pcraturan Bupari in],

Pasal 22
(I) Setiap PPPK yang rnelanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ~Ohuruf a. Pasal 10 huruf b. Pasal
10 huruf G.Pasal 10'hllIllf d, Pasal 10 huruf k, Pasal 10
huruf I, Pasal 10 huruf n dikC'nrosanksi Hukuman .Disrplin.. . ~

Pasa121

(L) Setiap ppprc yang melanggar kctcniuan sebagalmana

dimaksud dalamPasal lO..huruf I, Pasal Hxhuruf h, Pasal fO
huruf i, Pasal J.O huruf j. Pasal H! .huruf rn, apabila
pclanggaran bcrdampak negatif pada instansi dikenai sanksi
Hukuman Disiplin, sedang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15.
(~lSed"." PPPK yang melakukan. pungutan di Iuar .ketcnruan

yang memiliki darnpak 'negatif pada unit kerja danj atau
instausi yang bersangkutan dikenai .sanksi Hukuman
Disiplin scdang.

[3') Serlatl PPPK yang mernberfkan rrukungan keJ>:sdaeaton

Pres\dell/W~kil Presiden, calon kepala daerah rwakll kepala

dacrah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.· calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggora Dewan
Perwakilan ~uky"tDaerah. dengan, cara. menjadi pcscrta
)(ampan~-redengan rnenggunakan atribut partai atau arribut

I>PPK,apabila pelanggarau berdampak negatif pada Instaus]
dlkenai s'l'*si Hukuman Disiplinsedang.
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Pasal23
(1) Pemutusan hubungan Rerj:i>.njian.l<eJja PPPl< dilakukan

dengan, hormat karena:
<3. jangka wakru pcrjanjian keria berakhirj

b. mcninggal dunla;
C. ~t~spermlritaan.sendiri;
d. peramplngan oFganhiasi"atau kcbijakan pemerintah yang

mengakibalkan pengurangan PFlPK;atau
e, tidak.cakepjasmani danj atau rohani sehingga tidak.dapa;

menjalankan tqgas. dau kewajiban sesuai perjanjian kerja

y~gdj$ep~katl.
(2) Pemurusan Hubungan Perjanjian ker]a PPPKdengan hormat

tidak atas oermlntaan sendid sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 16 huruf b aPl!bila:
a. dihttkum ;>ehjara.ber,q,asatkan. putusan pengadilan ,\'3.llg

tclah rncmperoleh kekuatan hukum 'terap karena
melakukan tindak,pidana dengan pidane....penjara paling
singkar 2' (dua] tahun, dan tindak 'pidana, rersebut

dilakukan dengan tidak berencana:
h. rnetakukan pelanggaran disipfin r)PP.lK tingkat beret:

dan/ala\]
c. tidak memenuhi target klneda. y,tng relah disep"katl

sesuai. aeni?:f!.l'iperj.!U'jian kerja,
PI Pemuiusan Huburigan Perjanjian Kcrja PPPK tidak dengan

horrnat scbagaimana dimaksud' ·daiam Pasal 16 huruf c
apabila:
,-\,.mdakukan penyelewerigan terhadap Pancaslla <'tan

Undang-Undang Dasar-Negara Repuolik IndoneSiElrahurl
1945;

b. dihukum penjara ajau kurucgan berdasarkan putusan
periga,dilan YlilO!ltelah memiliki kekuatan hukum tetap

BagianKesatu
Umum

BABV

PEMUTUS,\N HURUNOAN PERJANJIAN K~R,JA
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pejabat fungsional madya; dan
c. Bat". usia tertentu bagi.PPJ)Kyang menduduki Jf' yang

ditcmukan dalarn undang-undang; bertaku .ketenruan
sesuai dengan batas usia tertenru yang ditetapkan dalam
undang-undang yang bersangkutan.

Pasal~4

(L) Pemurusarr HuDUl,ga,;Perjaojian ~erja PPPKkaren. -jangka
waktupejanjian Ice'rja 'herakhir sebagaimana dimaksud dalarn
Pasa] 23.ayat (t) huruf a yaitu termasuk relah mencapai bstas.
usia tertentu d.a1a)n·.)abatan yang dlduduk],

(2) Batasusia tertenru $e!jag~ana dimaksud pada "1f~1t(1)
yaitu.
a. 58 (IimapuJuh delapao) tahun bagi peja.batfUJ1gsio.oal ahli

muda, P~.ia.ba,ffungsional ahli pertama, dan. pejabat
lurrgsional kategori keterampilan;

b. 60 (cham puluh] tahun bag; pcjabat pimpinan tinggi dan. .

Bagian Kcdua
Pernutusan Hubungan Perjanjia" K4j1ja

karena ...fw1gka \Vaki;1.JPerj'AI,jinn Kerja Berakhlr

karena melakukan tindak pidana ke)aharan jabatan atau
tindak pidana-kejahatanyang ada hubuogannya dengan

jabatan dan/atilU pidana umum;
c. menjadi anggota dan/"tau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengatlllan yang

telah memlliki kekuaran hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan. pidana penjara paling

singkat 2 [dua] tahun, "tat. lebih dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan berencana.
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P~sal26
(I) PPPK yang m<:ogajulutn permintaan. pcrmuusan Hubungan

Perjanjian Kerja dlputus Hubungan Perjanjian Kerjanya:

den gall hormat sebagai PPPK.
(2) Pcrrnintaau pcmutusan hubungan porjanjian 'kcrja

sebngaimanc dimaksud pada ayat (Ii dapat; diseiujui atau
ditunda romp"; dengan jangka wakrrr perjAflJi'lJ1 kerja
be rakbir..

(3) Permmraan pemurusan hubungan perjanjian keJja
sebagaimana dimaksud pads ayal (1) '~iSeLL\ilU,apabila:
a, Lelah memenuhi masa pcrjanjian kelja 'paling kurang90%

[sernbilan puluh per seratus]: dan
b. telah.memenuhi target kinerja POllingkurang 90% (s<:'01bilan

puluh per seratus].
(4) Permintaan p'emulUsan ~I"bungan Perjanjian K~tja.

s'eba'g,rimana climaksucl pada fAyatIII duunda, apabilii tidak
rnemenuhi ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),

(fi) i\j)'Ol.biJa YI'Ulg bersangkuian tidak mematuhi penundaan

seb,a:."Iai dimaksud pads ayaL (4) PPPK dikenakan pernutusan

Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormai tidak aias

perrnintaan sendiri.
(6) PPPK yang dlkenakan pemutusan HlIbungan. Pcrjanjian Kerja

dengan hormar atas penmintaan sendiri diberikan hak sesuai

h;"!:J:-_rzt-~I< '"~, I-l~-:;I:? _ i --~--

Bagian KCOmp'l-L

Perrrutuean Hubungan PeljAnj!ao."'erja
Karena atas ~errnillt~lflnSe.ndiri

PQSQI25'

Pemutusan Hubungan Perjaniian Kerja PPPK karena meninggal
dunia sebagaimana dimaksud dalam ,Pasai 23 fiyaL (1) huruf b

diberlkan hak $,OSU"; dengan ketentuan peraturan perundang­
U'neJat'lgS:J n.

Bagian Ketiga
Penrurusan Hubungan Perjanjiau, Kerja

Karena Meninggal Dunia
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I'",~f- • 1;1 ]ttt.. :uU':~~'-L. t/;:;l,

I _L ,.,..,

Pasal (1,8
(1) PPPK yang tidak cakap jasnrani dan/ atau rohani ·J<;u:cna;l', ,

'a, kecelakaan kerja yo.ng mengakibatkan tcrjadinya
pemurusan Hubungan Perjanjian Kcrja; alau

b. saki! terus menerus selama 30 (tlga puluh] hari berturut­

turut, ,dJlxu"ikan .haknya, 'sesuai dengan ketentuaa
peraruran pcrundang-undangan.

8agJart Keenam
Pemurusan .Hubungan. Pcrjanjian l~grja

KarenaTidak CakapJasmani danyatau Rohan;

Pa'~'1'27

(l) DaJam hal terjadi perampiogan organlsasi atau keb,ija~an.
pemerintah yang mengakipalkan peugurangan PPPK

'sebaf,t'\imana d imRksud dalam Pasal 23 ''''X>\1 (1) hurur'd maka

dilakukart ocmueusan Hubungau Pcrjanjian Kcrja dcngan
hOIIDal sebagai PPP£{'

(2) PPPKyang dikcnakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
akihat p¬ f3II;1pingan organisasi diberikan hak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan don masih dapat
melamar sebagai 1'1':1'1(,

Bagian Kelima

Pemufusan Hubungan Perjalljian Kerja
karena Perampinganorgarrisasratau Kebijakanpemerintah yang:

MengakibatkanPengurangan PPPJ,<

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan dan
rnasih dapat melamar sebagal12PPI>_

(71 PPPK yang dikenakan' pemutusan bubungan pcrjanjian lwrja
dengan hormat 'tidak atas perrnintaan sendiri diberikarrthak
sesuai tlengan ketentuan peraruran perundang-undangan
dan tidak daparmetamar sebagei PPPK,
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Pasal30
(1) PPP.K yang tidak mcmenuhi target kinerja dilakukan:

pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja .sebagaimana
dimaksud dalam, Pasal ~3 nY,ati2) hurtif c berdasarkan hasil
penilaian ldnerja,

I3A!;la'nKedelapan
Pemurusao Hubungan Perjanjian Ke~ia
karena Tidak Momenubi TargN Kincrja

"

(11 Pemurusan hubungan perjanjian .kerja PPPK karena
m,elaJrukan pelanggaran, dieiplin PPPK ungkat berat
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 alai (2) nuruf b

-apabila tidak mernaruhi kewajiban "tau melanggar larao~an
.sebagaimana yang diarur dalam pcrjanjian Iwrja.PPPK,

(2.) 'PPPKyang.dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
.dengan hormar ridak atas perrnintaan sr.n'dfri sebagaimana
ilim'ak~ui:! pada, ayat p) diberikan hale' sesuai dengan

ketenruan peraturan peruludang-undangan dan masih dapat
melamar ",ebagaj PPP.K.

Pasal29

Bagian Ketujub
Pcrnutusan Hubnngan Perjanjian Kerja

.karena Pelanggaran DisipJln

(2) K"ti(lak~akapan jasmani danf.atall rohani .sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil

pemeriksaan tim penguj] kes.eli~ian,
('l) Tim.penguji kesehatan eebagaimana dlmaksud pada aJat {2}

dlbenruk oleh rnenteri yang menyelenggarekeu urusan

pemerintahan di bidang kesehutan,
(4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada a:val (2)

beranggotakan dokter pemerlntah ,
(5) PPP~ yang dipurus Hubung;an Perjanjian Kerjanya dcngsn

bormat sebagaimana dlrnaksudpada aya; (1) mendapat bak
svsual de)1gan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
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~Pa~aI32

(I) Pemutusan Hubunga.f'I PeJjanjian. Kerla PPEK karena.

dibukUm peojara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mernilikikekuaran hukum tetap karena
.melakukan tindak pidana, kcjahaian jabatan atau tindak
1?idan'l'·kcjallalan yang ada hubungannya dengao jabaran
dau /atau pidana umurn sebagaimana dlmaksud-dalarn Pasal
23.ayat (3)huruf b diberhentikan t.idak dengan hormat:

('2) PPPK y.angdikeuakan pemutusan ~Iubunga.nPerjariiian 1(c'Tja
tidak dengan .hormat sebagahilan~l dirnaksud pada .'!<yat(1)

Bagiarr Kesepul uh
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja

karen". Melakukan 111tdak Pidanaj'Penyelewengan

tidak <lengan hormar sebagalmana dimaksud pada 1\yat (I)
clltfe.(ikan hak $esUJ'li dengan ketentuan perarurar;

perundang-undangan, tidalt dapar mefamar "'eh~gai PPPK.
dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal S'L
(l) PPPKyang'rnclakukan pCri¥clCwcI)gan (erhadap Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Ncgtirt{ RcpubJik indonesia Tahun

.1945 sebagaimana.dimaksud dalam pt'U!al23. ayat (3)huruf a
dilakukan pemutusan Hubungan P.(!Jjanjian .Kcrja tidak
dengarr hormat.

(21 PPPJ<yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjnrijian Kerja. .

Baglan Kesembilan

Pemurusan Huburigan PerJmijiiln KerJn
.karcna 'Melakukan Penyelewe,ngan Terhadap Paricasila dan

Undang-Undang Dasar Ne£1ilraRepublik lndouesia 'J'al,tLnI945

(2) PPPK'yang dikenakanpemutusan Hubungan-PerjanjianKerja,
dengan hormat tidak atas perrnintaan scndiri. scbagaimana
dimaksud pada !ityat (l) diberfkan hak sesuai dengan
ketentuan peraturun pt\rtlndang-uodan.g_;mdan rriasih dapat

melamar sebagai PPPK



Pasa! 34

(11Pcmuiusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena
dihukurn penjara berdasarkan purusa pengadilan yang telah

rnernilikikekuatan bukum terap karenu mclakukan tindak.
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2
(d).lo.)tabun atau lebih dan tindakpidana terse.butdilakukan
dengan bercncana- sebagaimane dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) hUM d diberbentikan tidak dengan hormat,

(2) PPPKYBl1g_dikenakanpemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
tidak dengan hormat sebagalmanadimaksud pada.ayat (I)
diberikan hak -sesuai dengan dengan ketcnruan pcraturan

perundarrg-urrdangan, tidak dapat melamar scbagai PPP.K,
dan dikenakarr sankai berupa mcmbayar ganti rugi.

Bagiau Kedua betas
Pemutusan Huhnngan Perjanjian Kerja

karen" Melakukan Tinclak Pldana Berencana

PB.SlU33
[I] Pemutusan Hubungan Petjanj'ao ,Kerj,aI'PPKkarena menjadi

anggota dan Iatau pengurus partai politik .scbagaimana
dlmaksud da.lrunJ.>asal23'ayat (3)·hur.ufc diberhentikan fidak

dengan-hormar.
(2) PPPKyang dikenakan pemurusan 'Hubungan Perjanjjan Xetja

tidak dengan horrnat. sebagaimana dimaksud pada "yat (J)
diberikan, hak sesuai dcngan .kclentuaa pcralu,-an
perutidarii;.undanglin" tidak dapat 'mclemar sebagai PPPK,
dan dikenakan sanksi berupa mernbayarganti rugi,

Bagian Kescbclas

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kt:fjLi

karena Menjadi Anggots da.njatau Pengurus Partai Poli.1ik

diberikan hal< sesual dengan ketenman peraturan

perundang-uudangan, tldak dapat melamar sebagai PPPK,

dan dikenakan.sanksi berupa membayarganti rugi.
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Pasat 3f,
(I] Pemutusan Hubungan Perjaniian Kerja PPPKyang mcninggal

dunia, diusuikan. oleh:
a. pejapat Ylml?, rnembidangi Kepcgawaian. .kcpada PPK· bagi

PPPK yang menduduki JPT selain 'JPT utama tertentu, JPT
rnadya. tertentu; dim

b. PcjabM yang mcmbidangi. Kepegawaian, kepada PPK b~gi
PPPK yang mcnduduki,J.F selain Jr ahli utama.

~

_.p-: -IJ - -;;-' ~
__ • I "'f ,'It"-I

['arag]:at 2

Tata-Oara Pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja

k,1,t~oa}'1.el'linggal Dunia

I'a~ai35
(1) Pemutusan HubW!g.€!DPerjanjfan KeJja 'sebagai PPPK karena

JangkL<wakru perjanjian kerja berakhtr diusulkan oleh:
a. P~i"'!)aT.yjlng membidangi. Kepegawaian kcpada PPK. b.agi

PPPK yang menduduki JPr. selain jPT uiama Icrt enru J ,rpt

rnadya tertcnru; dan
b. Pejabat yang' membidangi Kcpegawaian kepada PP'K bag;

PPPKyang menduduki JF s.•min JF ahli utama.
(2) PPK nierietapkan .keputusan pcmutusao HUbU1lflM

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(:'l) i,epurusan' pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja

..sebagaimana dimaksud, pada ayat, (2)dilctapkan P'i)l!Jglama
14 (~rri.pat belas) han kerja S:c.!eJah usul pcmutusan.
Hubungan Perjanjian Kerja direrima.

(4) Kepurusan pemuuasan .Hubungan P'etjanjian Kcrja-. .
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mulai.berlaku pada saat
berakh irnya perjanjiankerja,

Paragraf 1
Tara Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

karena .Jangka W..ktu Perjanjian Kerja Berakbir

Bagian Ketigabelas
TaraCara l?emutl,l.s9.nHubungan Perjanjian Kerja
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P4s;u 37
(1) Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja ,;ebagai

PPPKdiajukan secara tertulis kepada:
a. Pejabat yang membidangi Kepegawaien kepada PPM bag'

PPPJ<; yang menduduki se1ain 31"'1"utama. tcrtcntu, JPJ'

mndya 'tertentu, .dan JF ahli utrun~; dan
.b. Peiabar yang membldangi Kepega.,wainn kepada PPK bagi,. '

PPPKyang menduduki JF selain ,JFahli utama.
(2) Permohunan pemutusan Hubungan Pel:janjlan KeIja

sebagaimana ,ciimaklllld p,a<j:aayal (1) dapat diterima atau

dapat, ditunda sampai dcngan perjanjian kerja bcrakhir,
(3) DaJam hal perrnohonan pcmutusan perjanjian ReI;;aditerirna,

PPK menetapkan. keputusan pemutusan Hubuugan
Pcrjanjian Kcrja.sebagai PPPK,

(4) 'Kepurusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
sebagaimarra dimaksud pada ayat (3)ditetapkan paling lam",
14 [empat belas] hari kerja setelah usul pemurusan
Hub"Hgn.n Perjanjian K~rja direrima.

(5) Kepurusan pemurusan Hubungan Pcirjanjilul IeeIja
sebagsdmana dlmaksud pacta ",yin (4) mulai berlaku pada
IAnggal ditel;;tpkao.

Paragraf 3
'l'ata Cara Pernurusan 'Hubungan Perjanjian Kt!J.ja

aias -Permim..san 'Sencliri

(2) PPK menetapkan keputusan pernutusan Hubungan

Perjanj ian Kerja sebagai PPPK_

(3] Kcputusan pemutusan Hut,Jl:lJlgari Perjanjian KetJ"!

sebagaimana dimaksud pada ayat (,2) ditetapkan, paling lama
14 (ernpat belas) nan kcrja serelah usul pemutusan

Hubungan Perjanjian.Kerja diterima,
(4) Kepuruaan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja,

scbagaimana dimaksud pada ayat m), muJai berlaku scjak'
yang bersangkutan (lin}"A_ta'karl In'eninggnl dunia.
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Pasa! 38

(1) Apabila terjadi pcrarnpingan. organisasi pemerlntah, PPPK
y'!rig kornpetensiriya masih dibutuhkan dan kontrak kerja,
yang bersangkutan belum berakhir maka ·alctm dipindahkan
diunit yang membutuhkan sesuai dengan kompetenslnya.

(2) Dalarn haltcrjadi kelebihan PPPK dan lowongan yang. ada •
.maka dila.lrukan ,.e:vaIU,A'si· klnerja ·~:.jak penandaterrganarr
Hu'bungan Perjanjian Kerja dan mempeetimbangkan masa
kerja yang bersangkutan.

(3) Kelebibau: PPPK sebagaimana dimaksud pada aYilt (2),
dilakukan pemurusan Bubungan Perjanjian Kerja dcngan
hormat dan rneudapatkan uang pesangon.

(4) Penrutusan Hubungan Perjanjian Kerja, I'PPK, karen a
perampingan organisasi' sebagaimana dimaksud. pada.ayar (3)

diuaulkan. oleh:
'3. Pejabat yang membidangi Kepegawaicn kepada f'PI{bagi'

ppp" yang rnenduduki JPT selain ~P'l'urama tertentu. JP'r
madya, rerten tu; dan

b. Pejatiat yang membidangi Kellega,,',;;an kepada PPK ba.~
PPPRyang menduduki ,JF'selain ,JF ahll utama.

(5) t>Pl( menerapkan kepu tusan pemutusan 1')1,bungan
Perjanjian Kerja sebago' PPP.K.

('6)Keputusan pernutusan hubungan pedanjiitn kerfa
sebagairnana dimaksud pAd·a,,-vatlSI dlterapkan paling lama
l~ (empat betas] hari kerja setelab usul pemutusan
Hubungan Perjanjian.Kerja, dltertma.

(7) Keputusan; pemutusan Hubungan, Perianjian Kerja:
sebagaimana dimaksud pada ayat (61mulai bcrlaku pada
ranggal ditetapkan.

(8) Kereutuan .Iebih 1011jur mengenai .pemutusan. Hubungan
Perjanjian Kerja aenb:an h9rrtlat dan pemberian. uring

Paragraf 4
Taia Ca,qLPemberbendan

karenaPerarnpingan Organisaei Pemcrintah atau.KebijakaJ'l
Pernerintah y~,ng Meugakibatkan Pengurangan .PPP&
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Pt;I$al 39

(1) Pemurusan Hubungan PeJja.ojJa.nKerja sebngai Pf'PK yang,
tidak eakap jasmanl dao/am:u rohani diajukan oleh:
a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kcpada PPK bagi

PPPI{.yangmenduduki JPf selainJPT utaml~tertcntu, ,TPT

madya tertenrur dan
b. Pejabat yang mernbidangi Repqgawaian kcpada PPK bagi

PPf'Kyang.menduduki "F selain Jp" abli utama,
(2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan.

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3) Keputusan pemutusan Hubungan PerjanJian ~erja

sebagalmana dimaksud pada ayat (~) diL~tapkan palinglama
14 (empat belas) hari kez:la setelah di_terimanYa. hasil
.pcm(..TIl<sa(Ulkcsehatan, PPPKoleh lim pen,~\lji keseaatan.

(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian KeJja

sebagaimuna dimaksud pad" ayat. (2) bcrlaku ketentuan
sebagai berikut:
3.. apabila tidak cakap jasmanifrohani kareria kecelakaarr

keg;)', keputusan tersehut rmrlal berlaku pada tal,gg~ll

ditecapkao padaakhlr bulan masaberakhimYIlHubul1gan
PerJanjian Kerja; atau

b. apaoila. tidak ca_kapjasmani/rohan! karena sakn terus
menerus, keputusan rersebut mulai bertaku pada hari kc-
31 (tiga puluh satu] yang bersangkutan tidak rnasuk
berturut- turut,

Paragral S'
Tara Oara.Pernutusan Hubungan Perjanjian Kerj-a

karen. Tidak Cnkap .Jasrnani-danvatau Rohani

pesangon sebagalmana dirnaksud pada ayat (3)berpedoman
pada keteutuan peraturan perundang-undangan,
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a. Pejabai 'Yang mcmbidangi Kepegawaian kepada PPT<15agi.
PPPK yang menduduki ,IP"1'selaln .).I'Tuiama tertenru, J?r
madya tertentu: dan

b. Pejabat .yailg mernbidangi Kepegawa.iRn kepada l'PK bagi,

,]'PI'Kyang rnendudukl ,JP·~el>;i.n,T1" ~J;li uiama.

Pasal41
(1) Pemutusan Hubungan, Perjanjinn K~rj'la yang melakukan

pelanggaran disiplin diusulkan olehi-

Paragraf7
TaraCara Pcmurusan Hubungan Perjanjian Kerja

.karena Pelanggaran Disipiin

Pasal40
(i) PPPK yang tidal, memenuhi target kinerja diusulkan

pemutusan Hubungan Perjanjian «"rja oleh:
a. PCjal:!tHyang miiil1bid~n.gi K<:p.egawaJankepada PPJ{ bagi,

PPPK)'tUlg mendurlujd JP'f selain JPT utama tertentu. JPI
madya tertentu berdasa rkan perrimbangan tim penilai;
dan

b. Pejabat -yang mcmbidangi Kcpegawaian kepada PPK b.agi
PPPM yang menduduki ,fF -setaln ,111" anll urama
berdasarkan pertimbangau tim penllal.

(2) PPK .menetapkan keputusan pemurusan Hubungan

Perjanjian K<lJJasebagai PPPK,

(S)Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjiah Kerjn

sebagaimana dimaksud pada a.yal 121diretapkan paling.lama,

14 [cmpat u.!'ia.'l h.ari kerja setelah US\tJ pemutusan
Hubungan Perianjian. b:eJjaditerima,

(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja.

.sebagairnanadimaksud pada ayat (3) mulai berleku pada

tanggal hasil. evaluasi penilaian kincrja. ditetapkan, J)1~hLim
pcnilai kinerja..

Paragraf 6

Tata .(:ara Pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja,
karena Tidak Memenubi Target Kincrja
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Pa8OO4'2'

[I] PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan ternedap

Pancasila dan Uncla:.ng-UnClaqg Dasa" Negal'a Republik
Indonesia Tahun 1945 dlusulkan pemuursan Hubungan

Perjanjian Kerja oleh:

a. Pcjabat yang mcmbidangi Kcpcgawaian kepada PPJ>bagi

PPPKyang menduduki JPI'~"lttin JPT Ul'UD'~tertentu, ,JPT

m.ad~"aterrencu: dan
b. Pejabat yang mcrnbidangi Kepegawaian kcpada [,PK bagi

PPPK yang menduduki JP,selttin JF ahli utama.
(2) PPK menerapkan keputusan pemutusan Hubungan

Perjanjian Kerj!\ seba-gaiPPPK,
(3) KeputltSan pemutusan Hubungan Perjanjian KcIja

sebagaimana dimaksud pada ayat (Q) ditciapkan paling lama
.14 [cmpat bolas) hari kcrja setclah usul pemutusan
Hubungan Perjanjian K.ija diterima.

(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcija

-sebagaimana dimaksud padaayat (3)mulai berlaku terhitung
mulai rsnggal _yang, bersangkutan ditetapkan sebagai
tersangkaeceuai dcngan pcrjanjian kerja,

Paragraf 8
Tata Cara Pemurusan Hubungan Pe"i'Anji"n Kerja

Karena Melakukan Penyelewengan TerJ'3,clap Pancaslta da n
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1').45

(21 PPK menerapkan keputusan pernurusan Hubungan

Pcrja.njian Kerja sebagal Pl?PK.
'(3) Kcputusan pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagairnana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama
14 [ernpat bclasr hari 'kcIja setelah usut pernutusan
Hubungan Perjanjian Kerja diterima,

(4) Kepumsan pemutusan Hubungan Perjanjian ~eIja
sebagaimana dirnaksud pad" ayat (3) mulai berlaku terhirung
mulai langKal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh
tim perneriksa peJanggaran disiplin PPPK,
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Pasal44

(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian 'KeIja PPPK yang menjadi
anggota dan!ulau perrgurus partai po1.itikdiusulkan nleh:
c. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PiJi<'bagi

, ,

PPPKyangmenduduJd ,JPTselain .IPTtltam~ tertentu, JPT
madya tertentu; dan

d. Pejabat ya"'il membidnngi Kepegawaian kcpada PPK bag;
PPPKyang menduduki JF selain JF ahli utama.

(2) PP,K menetapkan kepuuisan pemulusan Hubungan

P~rjaJljran Kelja tiCtakdengan hormat. sebagai PPPK.

Paragn;!10
Tata.Cara Pernutusan Hut.>ung~ Perjanjial't Kerja

karena Mel'ljadi Aoggota.deu/atau Pengurus Partai Politik

POfia143'

(1) PPPK yang diterapkan sebagai tersangka diusulkan

pemutusan Hubungan PcIjar\Jian.Jrerj!l-oleh:
a, Pejabat yang membidangi K"piC'gawaiankepada "PK.bagi

f'PPKyangmenduduki JPT sclain JPT utarna tertentu, JPT
madya tertenru: dan

b. Pcjlibal yang rnembidangi Kepegawaian kepada l>PK bagl
P'pPKyang menduduki ,JF selain J" ahli 'utama..

(2) 'P.PK menetapkan keputusan- pemutusan Hubungan

Perjanjian Kelja sebagai PPPK.
(~) Keputu~f.l5l pemaNAAJ1 Huhungan l'erJanjian Kerja

sebagatmana dimaksud pada ayat, (2) dltetapkan paling lama
14 (empat betas) han kena :serelah usul pemutusan
Hubungan Perjanjian Kerja diterima.

(4) Keputusan, pemutusan Hubungan, Pcrjanjian Kerja.

sc.l~a:g;;Umanadimak$Udwd~ ",yal ($) mulai berlaku terhitung
mulai tanggal yang bcrsangkutan ditetapkan sebagai
tersangka sesuai dcngan perjanjian kerja,. '.

Paragraf \l
Tata Caza Pcmurusan Hubuogan Perjanjian Kerja

karena Melakukan Tindak Pi<;lima/ Penyelewengan
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Pasal46
(l) Surat panggilan PPPKsebagaimana dirit_!(ksuddalam Pasal45

d isampalkan leepada PPPK d.i lempat kerjanya secara
langsung,

P.asal45

(1.1 Pemanggilan l'PPK dilakukan dalam rangka perneriksaan atas ..
Pelanggaran Disjplin.yang dilakukan secara berjenjang,

[21 Perna ncyiIan PPPK seba~~.imana dimaksud pada ayar P)
dilakukan oleh Atasan Langsung.

(3) Dalarn hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa,
pernauggilan PPPK sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dilakukari oleh Tim Pemeriksa.
(4) Pemanggilan PPPKsebagaimana dimaksud pada ay~t ~2)rum

ayat (3; dilakukan dalarn waktupaling larnbat 7. (tujuh] bari
kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.

(5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat. (4)
dilakukan.sccara tertulis dalam.bcntuksurat panggilan PPPK.

(6) Penyampaian 'surat panggilan sebagaimarra dimakaud pada
"YAr(4) dapat diberikan .secara langsung atau secara digital
(teknol()gi informasf),

(7) Formal sural panggilan PP.PKsebagaimana dimaksud p'ada
ayat (2) tercantum dalarn Lampiran yangrneru pakan bagiM
tidak terpisahkan dar! Peraturan Bupati ini,

BABVl

PJi;!vJ'I\NPP1Li\{'l 'PPPK,

(3) Kepurusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
scbagaimana dlrnaksud pada ayar (2) ditetapkan paling Jama.
14 [empal belas] ban 'kerja setelah PPI'K ,y-ang bersangkutan
terbukti menjadi an!5l'0ta dan!al~\U pengurus partai polltik.

(4'1K~p"tll$an pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kerja.
sebagaimena dimaksud pada .yat (3)mu.laiberlaku terhitung
mulai ianggal yang bersangkuian terbukti, menjadl anggora

danj atau pengurus p,'lr(1l,i pol'iti~,
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Pasal49
(I) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagnlmana dimaksud

dalam Pasal4{!. PPPKtldak badir trulpa alasan yang sah, pada

tanggal pemcriksaan yang tclah ditentukan Atasan Laugsung'
menjatuhkan Hukurnan Disiplin berdasarkan alat bukti dan
kctcrangarr yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan,

Pasal '18

(II Datam.hal PPPK tidak hadir pada ranggal pemeriksaan yang
telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Perneriksa
melakukan pemanggilan .kedua:

(2) Peman!¢Hail kedua sebagaimana dirnaksud pada ;;'YtU(1)
dilakukan dalam waktu paling, larnbat 7 (tujuh) had kerja

terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan
pada pemanggilan pertama.

P""aJ 4'7
(L) Pcnyampaian. surat paog_gilan Pf>P'Kscbagaimana dirnaksud

dalam Pasal 46 harus disertai dengan bukti tanda terima.

(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayar (11
Paling sedlklt memuat nama, ianggal dan tanda tangarr
pencrima surat p'anggilan PPPK.

(2) Dalarn hal PPPK tidak berada di tern pat kerjanya, .suret
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 11),disampallql.n

ke aiarnat domisili PPPK,
(31 Dalrun l1al -alaniat dornisili PPPK berubah atau tidak

dikcternukan atau PPPKtidak diketahul lag! keberadaannya,
surat panggilan PPPK sebagairnana dlmaksud pada ayar (2)

disampaikan -kepada keluarga tcrdekat.
(4) Dafam hal, keluarga rerdekat; sebagaimana 'dimaksud pada

ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lag;
keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana
dimaksud paqa aya] ('2) disarnpaikan kepada ketua rukun

tetangga/ruh-un w"rgaikep~la desa serempatsesuai de"gAn
l:'l'lAmat domlsl]! rerakhir pp·P}(.
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Pasal 51
(1) Pemanggilan kjOtigasebegaimana dirnaksud dalam Pas"l50

,ay,at (1; ,ujakUJ(an tJa.J_amwakru palirtg .larnbat '7 (ll~Llh)'.h1iri

kcrja Lcrhitun'& sejak tanggal seharusnya dilakukan
-pemeriksaan pa'd-a pemanggitan-kedua.

ayat ('ll oleh PPPK l<epada Atasan Langsung otau 'Tim
f>emerll~sahorus disertai dengan dokumen pendukung sesual,
(:!~nga.r\je,ni*alasannya.

P-asaJ 50
III Dalam hal pada pcmanggilan kedua sebagaimana dirnaksud

dalam Pa~al 4'8, PPPK tidak dapat 'hadir' karena alasan, yang

sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilau ketiga., ..
(2) Alasan yang sah sebagaunena dimakeud pacta ayat (I).

meliputi:
a berada d.i luar kpta untuk k!,'pentingan dinas;
b. cuti; dan
c. keadaan kahar.

(3) Penyampaian alasan >,,{ng sah sebagaimanadimaksud pade
•

(4) Usulan penjaruhari Hukurnan Dislplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harua disertai dengan berita acara.
pemeriksaan dan laporan h,,:;11pemeriksaan,. . '. .

(5) Dalam hal pemanggilan kedua dIlaku.kan 'oteh rim Pelweriksa
dan P.PrK' tidak 'hadir tanpa alasan yang sah pada langgal

pemeriksaan yang telah ditcntukan, Tim PCIDCrikSa..
melaporkan hal terseout .kepada Bupati.

Mengbukum, Atasan Langsung mcngajukan usul penjanrhan

Hukuman Djsjplin secara berjenjang .kepadu Pejabat yang
Berwenang Menghukulll "',esuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.. . ,,'

121 Penjaruhan Hukurnan Disiplin uleh Atasan Langsuug

sebagaimena dimaksud pada- ay<,l (11 harus dlouai berha
acara,

(~) Dalam hal Atasan Langsung sebagairnana dimaksud pa<!"
ayat (21 bukan mcrupakan Pejabat yang Berwenang. -



(3) Hasil-analisis sebngaimana dimaksud l)'Vfu~ar (2)digunakan
-sebaga] dasar pemeriksaan alas Pelanggaran Disiplin,

Paw 52
(1) Pemeriksaan PPPJ{ Yfln.!?diduga metakukan Pelanggaran

Disiplln dilakukan C)1~hAillsan Langsung seietah ~PPKyang
bersangkutan memenuhi surat panggilan.

(:2) Sebelum mclakukan perneriksaan, Alasan Langsung
sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) barus mempctajari
dengan seksama dan membuat. analisis ala", Iaperan dan

bahan mengenai Pelanggaran Disiplin y.ang dilakukan oleh.
PPPK.

flAB VII

PEli1ERlKSAAN'

(5) Dalarn hal Atasan Langsung scoagaimana dimaksud pada
ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang
Mcnghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan
Huknman Qi$ipllil secara Q.p.rJe.';jang kepnda Pejabat yaug
Berwenang Menghukurn sesuai dcngan ketentuan pcraturan
perundang-undangan,

(6) usulan, penjatuJlan Hukurnarr Djsiplill sebagaimena
dimaksud pada ayat (3) hams diserlru dengan bertta acara.
pemeriksaan dan laporan hasil pcmeriksaan.

(71 DaJ"111hal pe.mrul~l"" ketiga dilakukan oleh Tim Perneriksa

dan PPPI>tldak had! r tanoa alasan yang sah pap" ta:nggl1-l
pemeriksaan yang relah, 5Iltenntk'an Tim Perneriks.,..
melaporkan hal tcrscbut kepada PPK.

acara.

(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemanggilan terakh ir.

(3) Dalam hal pada pemanggilan ketig-aPPPK udak hadir, Atasan

Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pcmcriksaan.

t4) Peniatuhan Hukuman Disjpl.ill oleh Arasan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h.a.rUt''(Ilbuat berita
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sedikit rerdirl darl:
a. Ul181;lt p,eriulgkat Daerah yang membidangi Pengawasan­

Pcoyclcnggaraan Pcmerintahan selaku Ketua merangkap
Anggota:

b. unsur Perangkat Daerah yang ruembidangi Kepegawalan

sebagai Anggota: dan

~. Atasan Lttt:l:gslll1gscb(~gru anggora,

(3) Pangkar 'dan/mau jabatan anggota Tim Pemeriksa­
sebagaimarradirnaksud pada ayar (2) tidak boleh lebib rendah

darl pal),gkat d~n/atau jabatan PpPK yAng diperiksa.

~')a·st)J54

(I) Onruk meniamin ol;>j~ifitas penjatuhan Hukuman Disiplin
scdang .atau berat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (2)dapat dibentuk Tim Pemeriksa,
(2) Tim Perneriksa .sebagairnana dimaksud Jilada,·ayat (J) pali4g

'.

'Pasal 53
Dalam hal hasil analisis sebagaimana climaksu(1dalam Pasa I 5'2

mengindikasikan adanya:
a. Pelanggaran Disiplln ringan, Atasan Langsung rnerneriksa dan

menjatuhkan, Hukuman Disiplin b.~rq.ft!'Jark4p-alasan dan
bukLiyang da,pa,ldipcrtanggungjawabkan: atau

b. Pelanggaran Disiplin sedang atau bcrar, Atasan Langsung
dapat rnemeriksa berdasarkan alasan dan buktirang.sah dan

rnengusulkan kepada Pejabal YWlg berwenang Menghu\<um
uniuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan
kctentuan Peraturan Pertmdanj;-un(lanl;an..

(~) Ataaan langsung yang tidak melakukan pem,ulggiian dan

pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan

P,<laogg~,!-1) Oisiplin,. qari/alau melaporkan basil

pemeriksaan kej.'~daPej~.b",tyang F.ler.weIllin~Mengliukum
dijatuhi Hukuman Disiplin.

(5J Pejabat yang, Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Diaiplin,yang lebih berat, kcpada, atasan.langsung
s.eb'ag~im.,n~ -dlmaksud -pada 'ayat (4) dilakukan setelah.
rnejalul proses jrerrreriksaan.



~l
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b. Tim Pemeriksa lrarua memberlkan rekomendasi kepada
PPKuntuk membuat-surat keterangan yang menyatakan
ppp~ yang i:>.~l'saJlgkll(iIDtidal< bersalah.

Pasal ~6
(1) Dalam hal pemeriksaan ternad..p F'PPi:( ternyata tldsk­

ditemukan ,alas_ln dan bukti yang, cukup serta ridak ,<lapal

di pertanggungiawabkan:

8.Atasan Langsung, barns mengeluarkan surat keterangan

yang mcnyatakan PPPKyang, beraangkutan Lidak bcrsalah;

atau

Pasal57
Dalarn baldlperlukan.untuk kepentlngau pemeriksaan, Arasan
Langsurig; Tim Perneriksa atau Pejabat yang, B~rwen~.ng

Menghukurn' dapar rnerninta kererangan tambahan dari saksi ahf
dan/atau pihak terkalt.

Pa\<a156
(1) Atasan Langsung sebagaimana-dimaksud dalam Pasal Sa ayat

(2) ItUM c, horus tidak terlibat dalam Pelanggaran Diaiplin
yang didugakan kepada PPPJ( yang diperiksa,

(2) Dalam hal Arasan Langsung sebagalmana dimaksud pada
ayat,(1) diduga terlibat dalam PelanggaranDisiplinyang sama.

anggota Tim Pemeriksa dad unsur Alasan Langsung hams
rnerupakan atasan Yang Iebih 1Jnggi secara l)"rjcnjang.

sebagaimana dimaksud pada ayar (~) .tercanrum. dalam

Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pari
Perarurun Bupari ini,

pcmbentuksnKeputusan(~) Format

(2) Kepurusan pernbentukan Tim Pemeriksa sebagalmana

dimaksud padaayat (1) diretapkan dalam wakru paling lama
7 (tujuh) ban kerja terhirung sejak tanggal s.ur.~t usulan
pcmbcntukan 'rim Perneriksa.dlterhna,

Pasal 55
(11 Supali menetapkan kepurusan pembenrukan 'l'iin Perneriksa

sebagaimana dimaksud dalam Pasel 54,, .



PaSa! 60

(1) Pernbuatan bcrita aeara pcmcriksaan scbagatmana dirnaksud
dalarn Pasal 59.huruf a dilakukan pada.saat pemeriksaan,

(2) BeriLaacara pemcriksaan sebagaimana dimaksud. pada ayat
[I]. harus ditandatangani oleh PPPKy'a.lg diperiksa dan,

Atasan Langsung atau Tnn pemerikso.

(3) I'PPJ{ sebagaimana dirnaksud pacta ayat (2) sebelum.

rnenandatangani berita-acara;pemeriksaan diberi.kesempatan.
untuk mcngcreksi' kesesuaian. 'dan kebenaran berita, acara
pemeriksaan,

(4) Dalam hal berita acara perneriksaan sebagaimana climaksud
pada ayat (;3) tida k mendapat koreksi, PPPK. Y"'ng
bersangkutan harus rnemberikan pa,raf pada setiap halarnan

.berita.acara pemeriksaan.
(51 Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 14) tidak

b'c[scdla. membcri paraf dan menandatangani berita .acara

pemeriksaan.. Atasan Langsung ntau Tim Pemeriksa .harus
mencatatkan perihal tersebut .pada bagian akhir dari berita
acara pemeriksaan del1gan dlketahul atasan darl Arasa:
Langsung.

l?asal59
Atasan Langsung "tau Tim Pcrncriksa .setaku pSm<';.Iik.l',8haru s.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan Cl~llg~nmembuar:
a. ber-ita aeara perneriksaan: dnnjaEau
I), Iaporan basil perneriksaan.

BAS VII)

BERlTA AGARA1'EfME;.RIKSAANDAN

LAPOAAN HASIL l'EMERlKSAAN

t2) Surat keterangan scbegaunana.dircaksuc pade "yo.t (I) -huruf
a disarnpaikan kcpada Pcjabat yang 13erwcl)etngMenghukum
jika Alasan Langsung bukan mcrupakan. Pejabar yang

Berwenang Mengl\ukum.
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Pas,,161

(l) Pembuatan laporan basil pemeriksaan -sebagaimana
dlmaksud dalam P"SaJ 59, huruf ti dilakukan: ctal~ waktu
paling lama 5 (Iii",,!) had kelja lerhltu~g" sejak langgal
pemeriksaan berakhir.

'(jl) l",~,oran hasll pemeriksaan .sebegairenna dil'llaksud pada ,ayal
(1) n<iru$ dileilg~,ar;idengan- ber;,ta acara pemerlksaan, ~l$r
bnkti, dan data P,,!,QllkUllg,

(3) Data pendukung sebagairnana dimaksud pada ayat (:2), paling
sedikit terdiri' atas:
a. Iotokopi keputusan, Pengangkatan PPPK; dan

b. fO,tokopipcrjanjian kerja PPPK.
(4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduf;(a melakukan

tindak pidana dan. sedang dlJakukan penabanan, selain

meJampirkan <Iat""pendukung ~"b;agaimana dimaksud pada,
~a, (:1). harus juga melampirkan fOlokopi surat pefmfah
penahanan;

(5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana ditnaksud
pada ayat (4,) yang terbukti melakukan tindak pidana,
berdasarkan putusan pengadllan berkekuatan. hukum terap,
selatn melarnpirknn data pendukung scbagaimana dimaksud.

pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melarnpirkan:

a. Joiokopi putusan pcngadilan; dan} "tau
b. (o,lokopi surat pelaksanaau putusan pengadilan,

(6) Forma t Iaporan nasil pemeriksaan 'ebagaimana <!iml!ksud..
pada ayat (51 tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan

bagian udak terpisahkan danPcraruran Bupati' in;;

(ti) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada a¥fJt (5) rercantum dalarn Larnpiran. yang .merupakan
bagiari tldak terplsah kan dad Peraturan Bupa~i Irri.



Pasal64
(11 Dalarn hal Pejaj),ltYat.Ji\berwenang Menghukurnmerupakan­

Bupati, m.;<kt~Atasan Langsung -aiau Tim Perneriksa harus
melaporkan, basil pcmcriksaan secara hierarki 'kcpada Bupati

nrelalui Sekretaris Daerah dengan ternbusan kepada Pejabat
yang rnernbidangi kepegawaian,

(2) I','ormat laporan kewenangan penjarnhan Hukuman Diaiplin.

'sebagnimana dimaksud pada ayar (I) tereantum daIam
Lampisan yang rnerupakan bagian tidal<' terptsankarl dari

PeraruranBupati ini.
(~) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan

laporlil" ha.s'ilpeilleriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal
(11 kepada. Bupali dengan melarnpirkan perrirnbangan
'terhadap usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin .
.

(4) Bupati menerbitkan keputusan peniaruhan Hukuman

Disiplin .

rnenC4'~kar\keputusan. penjaruhan HukumM Pisiplin .
(21Salinan keputusan penjaiuhan Hukurnan Disiplin

.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan.

kcpada Sekrctaris Daerah. dan .Iembusannya disarnpaikan,
kepada piliak terkait.

AtasanBerwenang Menghukum,

rasal f):l

III Dalam hal Atasan Langsung rnerupakan Pcjabat YMg

Pa-",,1'62
(1) Penctapan penjaruhan Hukuman Disiplln PPPK dilakukan

oJeh Pejabat yang.Berwenang.Menghukum berdasarkan berita

acara pemeriksaan dan/ atau.Iaporan basil.pemeriksaan.
(2) Format k~pu~'\lll'_ i><injatuhill, Hukuman Disiplin, PPPK

sebagaimaria dlrnaksud pada ayar (1) tercernnm dalam
Lampiran yang merupakan .bagian tidak terpisahkan dari
Pcraturan B'upali Ini,

.
PENETiWAN KEPUTUSAN

BABlX
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dibuatkan beritaacara penyampaian,

Pasal 65
(1) l'ejab~1yang Berwenang Menghukum arau pejabal 1ain yang

diiunjuk, cqeoYa"mpaJkrur keputusan Hukuman Disiplin,
kcpada PPPK yang dijat~lhi Hukuman Diaiplin rlatam wakru
paling Iambat 14 [cmpat betas) han kerja terbirung- sejak

tanggel kep.utusan ditetapkan,
(21 P~jabat sebagalmana dimaksud pad. n.y'.at(L) memanggil

".,C;fiU·"tertuli" PPPl<yang diJaruhi Hukuman Disiplin untok
hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin .

(3) Sural panggifan tcrtulis untuk mcncrima kcputusan,
Hukuman Disiplin tlibuat sesuai dengan, contoh format
-sebag.;Umana tercantum datam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Bllpali in;'

(4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin,oleh Pej..bat yang'

Berwcnang Mengtil)k.um atau p.jabal lain yang ditunjuk._ .- . ,

'kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tertutup discrtai dengan berita acara pcnyerahan

.!<CPUIU:;aI.l Hukumun Disiplin .
(5) D:l.lam hal PPPK sebagaimana .dimaksud, pacta ayat (2) ridak

hadir pada saar penyarnpaian Kepurusan P·erlja'tuhan

Hukuman Disiplin atau alamar domlsl!l terakhir P_PPK
berubah atau tldak diketemukan atau PI?PK tklak dlkerehui
lagi kebera.d.~.·nya,.l\epmll~FU1 Penjatuhan Hukuman Disiplin
dieampaikan metalut alamat dorniaili,tcrakhir yang dikctahui

dan tercatat di mstansinya.
(6) Berita aeara penyerahan .keputusun Hu.kuman Disiplin

.sebagalrnana dimaksud pada ''!Y3t (4) paling sedikir memuar
nama, 'tanggal dan tanda rangan peilerim'f Keputusan
Penjaruhan Hukurnan IJisilllin .

(7) Dalam hal PPf'I, atau Offing lain y~g menerima keputusao

Hukuman Dislplln 'sebagalmana pada aytilt (5) tidak.bersedla
tcrima Hukum.ao Disiplin , terhadap hal tersebut haTUS. ~ .
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(4) Peniatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana'dcnakscd pada'
·ayal (3) .diidapkan berdasarkan usulan, tim pemeriksa
Hukuman Disiplin,

(5) Asisle'n. .Adminislrasi 1Jmum menetapkan, penjaruhan
Hukuman Disiplin scdang dan ringarr sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal .14. bagi PPPK dilingkungan Sekretariat Daerah
yang menduduki jabatan Manajerinl 'da.n Non Manajerial,

(6) Kcpala PerangkatDaeuah menetapkan penjatuhan Hukuman
Disiplin sedangdan ringan bagi PPPK <11IlngkungaMya yang
rnendudukl jabatan Manajeria.l dan Non Manajeriai.

'PPPK Lillgkungan Pemerintah Kabupacen yang menduduki

jabalan:

a, Pimpinan T{nil_gi Prarama; dan
h. Fungaional' ,\hli Utama;

• <

(11 PI'* menetapkan penjaruhan Hukuman Disiplin berai.
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16, bagi. PPPf{ .ili

Ljngk\'nig~n PemerintahKabuparen.
(2) Penjatuharr Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat /11 dlterapkan berdasarkan usulan tim pemetiks(i'
Hukuman Disiplin.

P) S~!rreraris Daerah menetapkan penjaruhan Hukuman,

Disiplinsedang sebagaimana dlrnaksud dalam Pa.s.,11S, bi1gi, .

Pasni6?

P(\i1lbaiyang berwenangmenghukum, terdiri atas:

a, PP~;

b. Sckrctaris Dacrah;
c. Asisten Administrasi Umum:
d..Kepala Perangkar Daerah;

rasaJ 65

BABX:

PEJABATY,\NG ElER\VENANG" MENGHlJKUN!
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PasaJ70

(J.) Kebe.cEltan cerha<lap keputusan PPK sebagaima dimaksud

dalam Pasal 69 ayal (l) hurur a: diajukan secara tertulis

Paragraf '2
TaraCaraPenyetesalaan ~el~e(a:tan

Ata~ I<ep,u,u~.,n'Pejabat Pembinil t<epr-gawall\1iIf1

kepurusan Pcjabat sebagaimana
huruf b diajukan kepada atasan

(3) Keberatan terhadap

dimaksud pada ayal (1)
Pejabat.

.
Kerja sebagai PPPK;dan

b. KePutusan Pejabar,

(21Keueratan terhadap keputusan PPJ.;sebagaimana dimaksucl
parta Ely'll (1) huruf-a diilj,nkan.kc,pad~PPJ(.

Pasal 69
(11 PPPK dapat .mengajukan Keberatan atasc:

B. Keputusan PPl{ selain pemurusan Hubungan Perjanjinn

Umum

ParagrafI, ,

BagianKedua
Kebcratan

terdirl atas. Keberatan dan Banding Administratif,

P~sal68
(11 )'PPK yang tida~ pulis terhadap Keputusan PPK atau

Kepuruean Pejill)nt <lapAtmengajukan Upa:r." Administratif. '. .. '.

(21 Upaya Administratif sebagalmana diruaksud pada, ayat (1),

Bagian Kesatu
UnlUUl

BABXI

UPAYA ADlliUNIS1'RATTF



Pasal72

(1) Keberatan terhadap keputusan Pej"bat sebagaimana
dimaksud dalarn Pas"J 6\1 aYAt (1) huruf b eliajukl\n secara

tertulis kepada arasan Pejaba:l dcngan memuat alasan
Keberatan yaps- disereai data I!c.nd,okungdan tcmbusannya
disampaikan 'kepada Pej;,b,'lC.

(2) Keberatan sebagairnana dimaksud pad.. aya.t (1) diajukarr
dalam jangka waktu paling lama 14 [ernpat belas] hari kerja
rerhitung muJai tanggal.keputusan. yang diajukan keberatan­
diterima oleh PPPK

P<>ragrof a
Tara Can' Penyelesaism Keberatan Alas Kepurusan 'P¢jabar

Negara.

J'a,s3171
(1) PPK wajib mcngambil kepurusan atas Keberatan yang

diajukan oleh PPPKdalarn Jangka waktu 21 (dua puluh saru]
hari kcrja tcrhitung mulai tanggal PPKmenerima Keberatan,

(2) PPK dapat .mcmanggil ~an/alt'" mcrninta ketorangan, dari
PPPK yang merigajukan Kcberatan dan1 atau pihak lain, jika
diperlukan,

(~) Apabila dalam jangka waktu Jebih dari 21 [dua puluh satu]
.hari kerja PPIi tidak mengambil keputusan, PPPK dapat
mengajukan 'upaya hukum kepada Pengadilan "ata Usaha

kepada PPK deng_"nmemuat alasan kebcratan yang disertai
data pendukung.

(2) Kebcratan sebagaimana dlmaksud' pada ayar (1) diajukan
dalam jangka waktu 'paling lama 14 [empar belas] hari kerja
terhitung rnulai tanggal kcputusan yang diajukan Keberatan

diterima olen I'PPK
(3) Dalam bal Keberatan yang dlajukan melebihi jangka waktu.

sebagalmaha dimaksud pada 'ay~r (2) maka PPK atau pejabat:
~'ang dil.unJuk. menetapkan ,SUNlt penetapan tidak dapat
diterima.
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Pasal 74
(I) Atasan Pejabat dapat rnemperkuat, mernperingan,

memperberar, rnengubah, meecabui, atau membatalkan
keputusarr yang diajukan Keberatlln.

(5) Apabila daiam jangka wakru sebagaimana dimaksud pada
ayat (3),Pejabat tidak mernberikan t.al1ggapan atas.Keberatan
maka atasan Pejabat mengambil kepurusan berdasarkan data
yang-ada,

((,)·Ata$ln Pejabat dapat mel11n"ggll dan/ata:o memlnta
keterangan dart Pejabat, PPPK yang, roeng».juKM Keberatan,

dan/srau pihak lain, jika -diperlukan,
(7) Apabila dalam jangka waktu lebih dar; 21 (dua puJuh satu]

ban kerja atasan, Pejabat lidak mengambil 'keputusan. PPPK

dapat m.cngt~lU<ttil"'Ray,. hukum kepada Pengadilan 'Tata
Usaha Negara.

P"sa!73
11) p~rabat harus memberikan tanggapan, atas Kebcratan yang

di1(jukan oleh PPPK yant:.mengajuknn Keberatan.

(2) Tanggapan 'Ita" Keher•.tansebagaimana dirnaksud padaayat

(I) wajib dibuat olen ['ejabat berdasarkan data pendukung
yang dimiliki.

(3') Tanggapan ala>!Kebcratan scbagaimarra (iintl\ksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertuus i.(epaClaatasan Pejabat dalarn

jangka I) [enam] hari keria rerhitung mulai lang_.::aJ Pejabat
.mcncrima tembusan Keberatun.

(4) Al".an P1\jilbalwajib mengambil kepumsao alas keberaian
yang disjukan oleh PPPK dalarn jangka waktu '21 (ctua puluh

satu] 'hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pe$abat
mcncrima Kcberatan,

(:I) Dalam hal Reberatan yang diajllkan rnelebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka PPK atau Miabar
yang ilitutljuk menetapkari surar penetapan tidak dapai.
diterima,
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Pasal 77

(1)'PPK-harus rnemberikan tanggapan atas Banding Administr<l.tif
sebagalmana dimaksud, dalam Pasal 76 ayar (21 kepa.Q,a

lama 1'4 (cmpai bclasl Irati kcrja tcrhitung mulai langgal
Keputusan PPKyangdiajukan Banding Administratil' diterirna
oleh PPPK,

Pagal76

(1) Bllnding Administratif sebagaimane dimaksud dalam Pasal 75
(iiaj1'llQi(ilsecara tertulis ·kep.dB BPASN dengan memuat

alasan dan/atau bukti "a.ng~a!"m.
(2) Bandtog Administratif yang diajukan kepada BPASN

sebagaimana dimaksud pada ay.at (II. tembusannya
disampaikan kepada PPK.

(3) Banding Administratif ,dJ,iju!1an dalam jangka waktu .paling.. , . ..

Paragraf2
Tara-Care Peuvelesaian Banding Administratif-- -

ra~al75
pppl( dapat :mellzyju!:<an Banding Administratif atas Kepurusan

PPK berupa pemurusan Hubungan Perjanjiari K<:r}ascbagai PPPK.

Paragraf ~

Umum

Bagian Ketiga.
Banding Adminisrratif

(2) Keputusan pMgllatan. peringanan, 'pembcraran, peruba.han,
pencabutan, atau pernbatalan sebagaimana dimaksud pada
aYfll_(~)ditciapkan :(l~ngaokepurusan atasan Pejabat.

(3) Dalam hal PPPK tidak, puas terhadap keputusan atas

Keberaran sebagaimana dirnaksud pada a:ya~(21.PPPKrtapat'
rnengajukan upaya 'hukurn kepada Pengadilan, Tara Usaha

Negara.
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Pasal80
(1) PPPKyang telah mendapat putusan p<:J1gadllandan.memiliki

kekuaean hukum terap karena rnelakukan f11~dak"idana
dengan berencana, yang, bersangkuran diberhentikan dan

P.a~'!l79
PPPK Y~ ditahan oleh pihak ,yang berwajib dan telah

dikeluarkan surat penaharrannya unruk kepentingen perarl ilA n,
.rnaka diberikan gajl sebesar ,50% (lima puluh persen] samp~i
d~ngan 'putusan pcngadilan yang telah merniliki.kekuatarf'hukunr

.tetap.

PaS<JJ 78
(1) PPPK yang sedan'!l meugajukan Upaya Administratif bcrupa,

Banding Administratif, yang beraangkutan tctap
mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.

(2) llntuk dapat rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) PPPK.harus memperoleh izin dati Bupati. atau
pejabat yang ditunjuk.

(3) Untuk memperolen Izin.sebagaimana.dimaksud pada ayat (2).
PPPK yang ,bcrs,angklllan harus mengajukan pcrmohenan
.kepada PPK aiau pejaba; Yill~g ditunjuk, 'mclalui Atasan
Lnngsung secara berjenjang.

(4) Format perrnohonan izin sebagaimana dimaksud pada.ayat (3)
tercanruni dalam Lampiran, ,yrmg merupakan bagian tidak
t.erpisa.hKaJl dati Peraturan Bupati lni:

BABXn
PEMBATASAN HAK lffiPEGAWA1Al'l

BPASNpaling lama 21 (dua puluh satu] hurl kerja ierhitung
mulaitanggal dlterlrnanya tembusan Banding Administratif,

(2) Apabila PPK tidak mcmberikan l!Ulggapan dalarn jangka

waktu $eballaimaha dimaksud pada ayat (1), BPASN, dapat
mengamtii! keputusan terhadap Banding Administratif
berdasarkanbukti yangada,
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Pasal8:\,

(1) P'eianggafan Dieiplin oleh, PPPK yang dilakukan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan
pemeriksaan, rnaka berlaku ketentuan dalam Peraturan
Bupati iui,

(2) Pelanggaran I:'li.j'plin oleh PPf'K Y'I.J1gtelah dilakukan
pemeriksaan sehehrm berlaku Ijya Pera ruran Bupari ini, make

hasi! pemeriksaan tetap berlaku dan proses' setaniutnya
,berlaku ketentuao dalam Peraturan llup.a:uini.

IilAB xrv
KETENTUAN P6RALfrJAN

Pasal82
(l) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumcntasikan oleh

pejabat pengclola kepegawaian.
(2) Dokurnentasi Keputusan, Hy~uman Di,sipJin sebagaimana

,Climaksudpada ayat (1) digunakan scbagai ,salah SaL'!, bahan,
penilaian dalarn pembinaan PPPK <)rnng bersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAS XJJJ

l'ENDOKU!IIlENTASillN IfEPlYf'USAN HU~UMAN D1SlPLlN

Pasal 81
DaJam hal PPpK tidll.k terbukti melakukan. tindak pidana
.berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum terap mack" hak kepegawalan yang bersangkuran
dikembalikan seperti semula-sesuai dengan ketcntuan peraturan,
perundang-undangan.

rlitetapkari terhitung mulai akhir bulan sejak purusnn

pengadilan yang telah memiliki kckuatan hukum tetap,
(2) Kctcntuan pemberhentian ~eQag"j.m=" diniaksuci, pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BERITA DAERAH KABU.PATli:N MUSI BANYUASIN ''''AHUN 2025' NOMOR s._ . .
H. ;<\PRIVADI

Diundangkan di Sekayu•
pada tanggal.71 Afri(... 2025
SEKRE ARIS: D~~RAH KABUPATEN

MUSt ANYQ.IIS:fN,

H. M. TOHA

Dit<fiapkiID, eli Sekayu ..
pada tai~al :2.1 ApoL- 20'25.
BUPA1'J J..1USJBANYUASIN,I j[~p -iIs:(;kretari~Daerah

Asisten Administraai
tJruum I,.-Kepala BKPSDM ,

I

'druain Berita Daerah Kabupaten, Mus; BMYL-lFlSin.,~ . . .

Bupati ini dengan penernpatannya
mengetahulnya,orang

Peraturan
Agar setiap

pengundangan

Pasal 84

Peraturan B~lpati.ini mulal Ml'i"ku'pada tanggal diundangkan.

[lAB XV

KETENTUAN l'ENUTUP
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2, Contoh kasus Pe1an~aran l:erha,dap l(e,,;aJiball Masuk K~rja:dao Menaati
Ketenruan Jam Kerja yang Dikenal Hukurnan Disiplin ringan.
a.3 (tigal hall kerja dalam 1 [satu] tahun berjalan.

Contoh:
Sdr. Fiblian, seorang Pf'PK, jab~iw'l l\r~(pAJ'is.Yang bcrsangkutan
udak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama J~It!ga) bari kerja

J. Contob PeJanggA ra n Dislpllnyang Dilakukan di.Dalarn Maupun, di LU>;IJ,=
Kerja~
a. Cooroh Pelanggaran Disiplin yang Dllakukaudi Dalam.Jam Kerja,

SUr. Raihan Ramadhan, seorang PPPK pada ~alaJl saru Perangkat

DaeraJl, d:iduga t.~la:hmelakukan pungutan liar pada saat melakukan
pelayanan perizinan di Mal Pelayannn l'ublil<~Dalarn hal dernildan ,
apabila serelah dilakuka» perneriksaan yang bersangkutan terbu kt~i
melakukan pungutan dl luar ketentuan per,),[uran perundang­

~llD<dart~al1,yang bersangirut'll' di.nyat~ telah metakukan
Pelanggaran Disiplin sehi!\gga dijatubi Hukuman DisipUn~

b. COOl0h Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kcrja-
Sdr, Yosharman, seurang P.PPKpad" saiah. satu Perangkat Daerah,
Pada.al{)1ir pekan, yaog IlcrsangKulao membuai postingan .di. media
sosial .Y'Ulg berisi ajakan unruk mcndukung salah satu pasan~an
cajon pada kentestasi Pernilihan Kopala Daerah. Dalarn hai dcmikian.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Yosharman tcrbukti
mernhcrikan .dukungan, terhadap pasangan "alan peserta pernilihan
Kepala Daerah, yang bersangkucan dinyatakan telah melakukan
Pelanggaran Disiplin s"hin~a dijatuhi Hukurnnn Disiplirr ~

C(lN:rOH KASUS PE).AJ:I0GARAN DlSlPLIN, FORMAT SURAT PANGGILAN,
PEMERlKSMN. PEN,IATUNAN', DAN PENYAMPAIAN

KEI'UTUSAN HUKUMAN DlSIPLW

PElRNl'URAN BUPATI MUS! B....1'IYUASIJ~
NOMOR TAHUN

TENTANG DlSll'L11'l l'J;;OI\WAl Pf.1,,1E)RI1'ITAH
OJ;;NI:;AN fil':RdANJrAl1 KERJ.1 Dr
LlNGKUl'IGilN PEMERiNT,>Ji KABUl' ....re:N
MUSl EtANYUASllIl .

lAMPIRAN
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antara bulan -Januari sarnpai dengan April 2024_ Dalarn hal demiidan

yang bersangkutan dijaruhi Aukuman Disiplin ringan. berupa

tegu ran lisan.

b. 4 (empat) sampai dengan 6 [enam) bari kerja dalam 1 (satu) tahun.

bcrjalan,

Contoh:
Sdr; Yazid Ahmad, secrang PPPK, [abatan AIl!J.[isSumber Daya

Mamisi'l Apararur, Yang bcrsangkutan sebelumnya telah d ijatu hi
Hukurnau Disiplin berupa reguran lisan karena tidak Masuk Kerja
tanpa alnsan yan!!;"ah selarna 3 (tiga) hari kerja dari bulan JamJari
sampai dcngan Apnl 2024. 1<cmU(liiUia"'it""; bulan Mel sampal.
dengsn .lull 2024 yang bersangkutan tidak Mas\.tkKerja lagi tanpa
alasan yang sah selama 2 {dualhan kerja.
Dalam hal demiklan setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk
KeJj(~ranpa aJa$QOyang sah rnenjadl ;j (lima) hari kerja, .maka yang
bersangkutan dijaluhi Hukuma.n OiSililin ringan berupa teguran
terrulis,

c. selama 7 [tujuh) sarnpai dengan LO(sepulull) hari kerja dalam l [satu]
tahun berjalan,

Contoh:
Sdr. Ahmadi, seorang PPPK, ~l\bata:n Apoteker, Yan& bersangkutan
sebelumnya relah dijaruhi Hnkuman Disiplin berupa teguran tcrtulis
karena tidal; MasukKerja tanpa alasan yang sab selama S (lima)hari
kerja ().adaJ..'Liruowaktu bulan .Januari sarnpai dengan Juli 2024.
Kerrmdian antara bulan Agustus sam-pal dengan November 2024
yang bersangkuran tidak Masuk Kerja In.gi ranpa alasan )""O.'1g 5aJ1

selams 4 (empat] hari .kerja, 'Dalam hal demlkian setelah
dlkumularlfkan. Jumlah tldak i\fasuk Keria i.anpa alasan yang sah
meDla~U 9 '(sembllan) hari kerja, DaJam hal demikian, yang
bcrsangkuran-dijatuhi Hukuman Dis'iplin ringan berupa pcmyataan

tidak pueas eccara tertulis
3. Contoh Kasus Tidak Memberikan Kcsempatan Kcp,a'4u.Bawahan Untuk

Mcngemb'anl,:klUl Kcmpetchsi 'yang,Mcm'iliki Dampak Negatif Pada Instansl

.\'ang Bcrsangkutan.
Contoh:
Sdri. Elrna Nilatul 17.7.ah,seorang PPPK yang menjabat sebagai pejabat

yang disetarakan dengan .jt7.1' Prarama TCl1i:elJi1J'Raila salah satu
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4. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajioan Masuk KeIja dan Menaati
Ketenruan Jam Kerja yang DikenaiHukuman Disiplin sedang,
a. selama I 1 [sebelas] .sampai dengan 13 (riga belas) hari kerja dalarn 1

(satu] rahun berjalan,

Contoh:
Sdr. &obari, S.H" lVI.1i..seorang 1>PPK,jabatan Analis Pasar Haail
Perlkanan pada ~alafl saw Perangkal Qaera.h'. Yang bersangkutan
eebelumnya tclah dljaruhi Hukuroan DisipUn ringan berupa

pernyataan tidak-puas secara tertulis karena ~fdakMasuk Kerja tanpa
alasan. yang sah selama g' [sernbilau] hari kerja dari bulan .lanuart

sampai dengan Febuari 20.24. Kemudian aniars, bulan Maret. sampai
dcngan April 202'4 yang' bersangkutan tidak MasUk Kerja l".~ tanpa
alasan yang sah selama :l (tjgal harl kerja. -seteran dikumulaiifkaD,

jumlah tldak Masuk Ker]a tanpa alasan yang sah mcnjadi 12 (dna

belas) han kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatu hi
Hukuman Disiplin berupa pcnundaan kenaikan g<,jiberkala selama r,

[enarn] bulan.
b. eelama 14 [empar. belasj.sampai dengan J.6 [cnam belas] hari kerja

dalam I-Iaatu) tahun bcrjalan,

Contoh:
Sdr. Zulkarnain , S.]':., MM. seorsng PPPK, j:lli.;<laliAnalis PasarHosil
Pertanian pacta Salah SaLU Perarigkat Daerah. Yang bersangkutan

sebelumnya tcJ,ili dij'aluhi Hukurnan Oisiplio berupa penurrdaan

Peraugk,;l~ Daerah , Salah satu pegawai YMg menjadi bawabannya

rrrendapatkan penawaran, untuk mcngikuti .kursus slngkat ~Htuar n~geri

sebagai bagian dati Hum.an Capital Development Programme (HCDPI.
Ketika sernua persyaratan rerpenu hi, dan bawahannya akan,

melaksariakan heITSUS' sin'gkalDxa, SdrL Klma Nilotul IWAh tidak.
menyetujui bawahannya unruk mengikuti kursus singkat tersebut, raupa

.alasan, yang jelas. DaJ.am.hal demikian karcna Sdri. Elm.. NiiatullzZ!lh
tidak. ro_cml,enl<C1n kesempatan kepada bawahannya uruuk
mengembangkarr kompetensl sehingga berdarnpak pada HOOP. yang'
sedang dilaksanakan oleh instansinya, Dalam hal .demikian, apabila
becdasarkan basil perncriksaan Sdri, Elma Nilatul Izzah, rerbukt! tidak
.memberikan. kesompatan kepa:da bawahannya untuk mer..gembarigkan
kompetensi, yang oersangkutan dijatuhi rrukuman Disiplin sedang.
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5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menauti
Ke\elHUan .Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin berat,

a. selama 21 (duo.putuh satu] .sampai dengan 24 (duapuluh empat] ban
kerja dalam 1 [satuj.tahun l;ierjaLao.

CO'IitoL1 :

·S.dl:.Ir, Wartiwan, M.l<I.,.seorang PPPK; jabatan Analis Kebijakan padu
.'"aluPcrangkat Daerah. Yangbersangkinan sebelumnya telah dijatuhl

Hukurnan l)fsipltn berupa pcnundaan .kenaikarr gaj i berkala sclama 12
(dua bela.~)bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret :2024.karena tidak
Ma:suk.Kerja tanpa alasan yang ~a.hselama 20 (dua -puluh) hari kerja
dari bulan Jaeuari sampai dengan Piebu!lri2024. r- P"'-ilI 'E7\~'.~

Co selama 17 (tu]uh bela~)~'1·mp.a.idengan so (dua pulubj hari kerja dalarn
1 [satu] talmo berjalan,

'Contoh:
Sdri. Dewi Sartika, S.Hum ..seorang. PL'P·K.jabatan Analis, Ketahanan
Pangan pada salah saru Perallgkllt DaeralJ. Yang bersangkuran
sebclumnya telah dijaruh] Hukuman niSi plio 'berupa penundaan
kenaikan gaji berkala selama 9 (sernbllan) bulan karena udak Masuk

Kerjatanpa alasan yang sah.sclarna 16 (enam 'belas]han 'ketia sejak
bulan .Januari sam pal .Juli 2024.

Kernudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2Q24yang
bersangkutan tidakMasuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selarna 3
(usal harl kerja. Setelah dikumnlanifkan, jumla» tidak Masuk Keeja

ranpa al~.sanyang"ah menjadi 19 [sembilan belasi hari kerja,
Dalam .htU demikian yang bcrsangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa pemmdaankcnaikan.gaji berkala s:IOLmna12 [dua 1lellls)oulEln.

kenaikan gaji berkalaselama 6 [enam] bulan karena tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yiUlg sah selarna 14 (empat belas] hari. kerja dart mulal

bulan Mar.et sampai dengan April 20'24.
Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang
bersangkutan tidak-Masuk Kerja lagi ranpa alasan yang sah selarna 2
(dual hari kerja.. Setelah .clikuLUulatifkan.jumlnh tidak, Masuk Kerja
tanpa alasan.yang sah.meujedi ],6 (enam belas) hari ker]a.
Dalam hal dcrnikian, Y'\I1gbersangkutan 'dijatuW Hukuman Dlslptln
berupa penundaan kenaikan gsji berkala selama 9 [sembilan) bulan.



P~rjl
We. G;I.PSBit: A So iU ,7f'I -
( ,

c, selama 28 (dua puluh detapan) harl kerja.arau lebih dalam 1 (S<ltuj'tahon.
Contoh:
Sdri Ir. Wartiwan, Mdl'1.seorang PPPK,jabalatJjabatan Analis Kebijakan
pada SUFl~UPerangkat Daerah. Ya.1'lg bersangkutan sebelumnya relah
d\latuhl Hukuman Di,~ip'linberupa pembebasan dari jabatan -rneniadi

.Jabatan Pelaksana selama 12 (clt,a.b'e)as)bulan karen" tidak Masuk
Kcrja selama 27 [dua puluh tujuh] hari kerja.tanpa aJa~a1i'1'allgsail darl
bulan .Januari .sampai dengan bulan Ju.ll 2022,

Kieroudianantara bulan Agustus sarnpai dengan Oktober '2022 yang
bersangsutan tidak Masuk- Ketja,lagi tanpa alasan,yang sah selama 2
(dua] hari k9Jjit. Sctelah- dlkumulatifknn, jumlah tidak Ma.suk l<erja,
tanpa alasan yang sab menjadl 29 (duo puJuh sernbllan) had kcrja,

Kernudian antara bulan Maret sarnpai dengan April 2024' yang
bcrsangkutan rfdak MaS,ukKerja lagi ianpa alasan yang ,sall selama 3
(tiga] bari kClj'a, S'etelab dlkurnulatifkan [urnlah tidak Masuk Kerja,
tanpa alasan yang sah m(:njadi 23 (dna puluh t'igal Hari kerja.
l)sJam hal deruikian. yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Di~[plm

berat berupa pernotongan gaji sebesar 50%,se1ama 12 (dua belas) bulan.
b. selama 2;; (tiua puluh lim,a)sampai dengan 27 (dua puluh lujLOb)hari

kerja dalam12 (duabelas) bulan.
Contoh:
Sdr. Ir,Wartiwan, M,M. seorang PP!'K,jabatan jabatan Analis Keqijakan
pada salab satu Perangk;;1:Dacrah, Yang bersangkutan scbclumnya
telah dijatu hi Hukuman !:1i's\plinberupa pemotongan gaji ,sebeSA.r 50%
'selam1l12- [dua belas) bulan karena tidak MasukKerja selama 23,(dua

pu.lub riga)'hat; kcrja tanpa alasan yang sah dad .Januari sampal
dengan April 2Q2~,.

Kemudian antara bulan 1;1.i, sampai dengan Juli 2624 yang
bcrsangkutan tidak Masuk Kerja lag; taopa alassn yang san -setama i!
(tiga) hari kerja, Setelah .dikumulatilkan, jumlah tidak Masuk Kerja

tanpa alasan yang sah menjadi 26 (dua puluh enam] hari kcrja.
Dalam hal demiklan, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa pemurusan Hubungan Peti'll'(jian Kerjn dengan tiormat rldak
atas permintaan sendiri sebsgai PPPK.
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7. Ccntoh KtiSU5 Atasan dad Pejabat yang Berwenang Mengbukum juga
Menjat'Uhkan Hukuman llisiplii1 'l'erhadap PPPK yang Melakukan
Pelanggaran Disiplin ..
Contoh:

.6. Contpt> Kasus MtllJol"k Segala Bentuk Pernberian yang Benkaitan Dengan
Tugas dan r'urlgsi ~ecua1iPenghasiloJ;lS~;;uajDengan.Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
Contob:
·S~lr.Mirza Kelana, seorang PPPJ(. [abatan '~o.aJis.Kebija,kan. Yang

bersangkutan mcmiliki tugas dan kewenangan terkalt petayanan,
'registrasi, dan pi:rizinart. Kctika melakukan pela);(inan dan perlzinan, )'anll
bersangkutan rnenerima, hadiah berupa -jarn tangan Phillipe Patek dad

pihak.yang dilayani, karena dianggap telah mernbanru proses pengurusan
iz:;n da ri pihak tersebut. Meskipun mengerahui bahwa terdapat ketentuan

untuk menolak segal" hentuk pernberian }'~rig.l-.er·kaital' ,den:gan'tugas dan
rungsi kecuallperfgbasilan·sesuai dengan ketentuan oeramranperundang­
undangan, namun Sdt.1vli .....<ilKelana retapmenerima dan tidak melaporkan
pernberian badiah- jam Phillipe Patek tersebut kepada pihak Yang
bcrwcnang.

.Dalam hal dernikian, apabila, berdasarkan hasil perneriksaan Sdr. Mirza
Kelana terbukti menerima 'J;>emberian yallg berkaitan c;1er'tgil-n tugas (ian
fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan relah melakukan Pelanggaran
Oislplin sehlngga dljatul:J.lsalah sam jews. Hukuman Disiplin berat.

Dalam hal dernikian. yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa- pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan, hormat

'\eQagai PPPK.
d.esecara terus menerus selama 10 [sepuluhl hari kerja.

centob:
S.dri. Dcvina Yunita. Aprillia, seorang 1'1'1')(, .J.batan Bidan-di ·s.""tu
Perangkat Daerah, Yang, bersangkuran tldak Masuk Keij'o t.anll'1

keterangan yang sah sec..va terus .menerus seJa.k langglll 1 Oktober
sampai dengan 14 Oktobcr 202'4.
Dalam hal demikian, yang .bersangkuren dU",WhiHukuman Disiplin
berat berupa p.emulus.an H1lbung'ln Perjanjiau Kerja dengan horma;
tidak alas pe,rmintA'an 1imdiri .
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Sdr. M.ahYUZ$r Canfago. seorang PPPK, J~b(lt.an Penyuhih 1:1051a.l y~ng

bckorja.pada.salah saru Perangk!lt Daerab, tetan melakukan peIM~arM'
tidak Masuk K'''jil sclama 5 ()i:rha) han kerja tanpa alasan san'g sah.

Karcna -atasan tangsungnya- yairu Pciabat Pcngawas tidak ada atau
Iowong. maka Yang merncriksa dan menjatuhkan Hukuman Dl.ip'1in
ringan kepada Sdr, Mahyuzar Caniago berupa teguran Iisan. adalah
Pejabat Administrator,

Centoh:

8. Contoh Kasue Koodjsj Tidak Terdapat ['''jabaL yang Berwenang
Mcnghukum Karena ')'erdapal Samail Organisnsi yang Pejabamya,
Lowong,

Sdr. 1"Tmansyah, seorang PPPK, jabatan ieepaJa Seksi pada suaru

Perangkat t)"erab membawahi seOT"n,!; PPPK bernama Sdr, Rommy
Dinata, Ja!:iatao i\n"lis Kebijakari.·Selr.RommyRamza, Lelah melakukan
Pelanggaran Qisiplin.ySll'g SIlJraru.snya dijaruhi .Hukuman Disiplin berupa.
t.eguian tcrtulis, tetapi Sdr, Firmansyah sebago; atasan Iangsungnya tidak
menjaruhkan hukuman kepada yang bereangkutan.

Dalsm hal dernikian, atasan clan Sdr. Firmansyah yaitu: Sdr. Ilnamsyah

Syahgand.a, setelab melakukan pemeriksaan. dengan seksama,
mcnjaluhk'<illHllktl1l'lAI1 llIislplill rlngan berupa pernyataan tidak puas
secara terrulis kepada Sdr, Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman
Disiplin, berupa teguran tcrtulis kcpada Stir. Rommy Ramza,
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kll.liKPaur.\ ,. lin-·e.t.~~
oleh PN$ yan,11.d iIakuIrondidugadisiplinpelanggaran

bersarigkutan. .

~) Corer y'ang-ti:dak,perlu.

Tiilisliili

'l'embus.art yth :
J , dan
2.•..... : : ..

NAMA t •••• " •••••••••••••••••~•••• tt·· ,.,.,.

NIP .

Atasan liulgsung/Ket!la Tim.Pemeziksae].". ,

.. J ••••••••••••••• '.::' ••••••••••

2. Demikian unruk dilaksenakan.

.......................................... ~ ~ 'disiplin
dugaandengansehu bungan.keterangan~ldiperiksaj' diruintai

pelanggaran
untuk

.............................................................. , .Ternpat

., , - .·Jtlm

........ ,_ ·••••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Tanggal

."'...............................•................. ' .
po'on

Hari'

.'4 " ••• :." _•••••• 0••••••••••••• , ~ o~•••••••••• " •••••••••

..,.-..'..- , ~ - .Pangkat"

JII.1)ala.n

....; ,_~ ~ ~ : _ .........•...........NIP

.......... ,.............••........••.........t.··············.....•.........
unruk rnengliadap kepada
Nam

_ " , ~.~~ ,., , - ,.Unit K~rjQ

-\ : ~ - ,: .
,., , ,.......................................••.......
..................~........•- ~ , ."''1l'pp~

Pilngkal

.Jabatan

......~., ~., , ~ ,'
1.Bersama .ini diminra dengan bormat kehadiran Saudara :

l)'ama

RAHASIA

SU~T PI\N(lG)lLANlIn')
NOMOR : .

9.FonnalSuratPanggilan
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10. Contoh Kasus, Penjatuhan Hukuinan Disiplin. Kepada PPPK Tanpa

Dila~'Ukan Pemeriksaan AlliS Daear 'Ketidakhadiran PPPK yang

Bcrsangkutan Dalarn Perneriksaan.

CODwh:

S~, RusfiHandra, seorang PPP~, jabatan Nutrrsioriis, diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin. UIlIU.krnengetahul atau membuktikan pelan,:f~ga.ran
yang diduga dilakukan, 'Sdr, Rusf Handra, dipanggil oleh atasan
Iangsungnya secara rertulis pada tanggal 5 Oktober 2023 untuk nadir
dalarn pemcriksaan pada tanggaJ 17 Oktober ~023. tct.api Sdr. Rusll
Handra tidak hadir pada han pemeriksaan.yang relah dlrentukan.
Kernudian pada tanggal (7 Oktober 2028 atasan langsungnya- rnelakukan
pemanggilan kcdua sccara tcrtulis kepada Sdr. Rusfl Handra unruk hadir

dalam perneriksaan pada tanggal 2'1 Ok!obet ~(j23.
Apabila pada .nat tanggal p,C'm'cJ:ikSaanpemanggilan kedua Sdr. Rusfi
Handra tidak' juga hadir, maka. Pcjabat yang Berwenang Menghukurn
menjaruhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alai bU,ktidan keterangan

yang ada taripa tlilakukan pemeriksaan terhadap PPPK Ytlng

bersang~"Utrul"
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.) Coret yang tidak perlu.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa'')
1.Nam.(-l

NIP
Tand'1 Tangan

2. Nama
NIP
Tanda Taogan

·3. DSL

Yang diperiksa:
Nama
NIP
Tanda Tangan

• ••••••••••••••••• -......•••• J .

Dcmikian Berna Aeara Pemerlksaan ini dibuar. untuk dapat digunakan
s.ebagaimariA rnestinya.

'2. Jawab€tD-: · ~.t•••••••••·••••••·••_.~·.·.-•••••••f· ••• ••• ,.~••• ·.·.-•••• ~.,·· •••• ~.,.·.·.- .

2. Pertanyaan : ,.........•.........•......., _..,.

i. .Jawaban : ....•. ,......•.....................•. , , , ......•...................

·.-····..·········1·····················;····~··,·,··· .

Pangkat .. _........•.•.•.......•...•....•.....•...•.....••.... -., ,., _•..
.Jabatan , , ~ j., '" ,..~._..

3. ds•.
Berdasarkan wewenang ,Yang ada pads, saya/SU.rai Per'rltah·) ,
wl:il:trnelakuka n pemeriksaan terhadap:
Nama i "., ~ ~.:..;: ..
NIPPPK : .., ~..: _•........••........••.
Pangkat ....•......• ~ , ,......•. ,...•...•......... ,•...•.....• , ,••-..••••
.Jabatan : .: !•••••••••••••••!••••••••.•••••••••••••••••••••..•:.: .

Unit KeD" - - _ ,_ _ -
karena l<ruig be";an·gkut,,n diduga telah melakukan pc!-anligaran tcrhadap
ketentuan Pasal .... • ayat ....• huruf "'" angka .... , Peraturan Pemcrintah
Nomor 9.4Tahun 202 L ternang Disiplin Pegawal Negeri Sipil.
1. Pcrtanyaan :

Pada hari ini " , " .." , ta:nggQ] bulan .." .." tanun ··""tt'.'"
sayarl~.Jl)Pernerlksa mesirrg-masing"]:
1. N~J:ma. : ........••..••........•... - , ~...• , :..................•

NIP . , ~ -.I- ••• -., ••••••• ~••••• I-•••• ~ •••••••••••••

Pangkat ,~.....•, -.........••.........•.....•.. .,_•........••......•. ~..••...-.•.•.
Jab'alan : , ,-...•.•••...••. 1•••••••••• •• •••• • ', .

2. Nama ...............••••.....••• ,••.... ,••.... , , , .
NlP ...............•......... ~.•......•••............ , ,.. ,', ..••••.. " ,

RAHASlA
BERITL'i I\CI\~AP€ME:RIKSAAN

11. Format Bento.Acara Pcmcriksaan
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Paml
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. .. . . . .

BENTi,JK \VAKT.U l'E\\lP"_; Fl\.I{'IOR·Y.\\NO FAh"T0R .....\NG DM~-PAK
PEu\NGGAR/\N' ~tE~lBE.86I.~~MERlNG:tu~KA:N i:lE.RaUA'TA.~.

Berdasarkan basil RCmtlril~.an, dapat Juuni Iaporkan sebagaiberilcut;

Dengan, ini dill!.porkan r;JengQn hormat, bahwa berdasarkan basil
pernerlksaan pada 11ari .1 tanggal ""."""1 bulan ~
tahun : .
•ayu!Tim Pemerlksa.rl teltlh melakukall pemerlksaan terhad ap'
Nam.a : ..
NTl'PPK ~ ~ , .
P.m~t : .
.Iabatan .......................................••....................................
Unlt Korja .. ,...••" .

RAHASIA

di .
Yth, '., -.............•.•..••....•., .

.................... ' , - ~.~.

be Format Laporan l:i>'i.iIPemeriksaan Pelanggaran Disiplin. ,....

'pelaksanaarmya.

Coruoh:
Sdr. Aprianto; :seorang PPPK. Jabatan Pamong.Belajar, pada saatu

Perangkat. Daera:h. diduga telah melakukan Pelanggaran Di$iplin_
'Setelah diperiksa, cleh Pejabat, Pengawas, ternyata hukumannya

'berupa Hukuman Disiplfu 1'[ngka'·1eClang,
q_hlam hal :d(..'DIik.ian, karena kewenangan untuk rnenjaruhkan
Hukurnan Disiplin rlngkat sedang merupakan kewenangan Peiabar
Admmistrator atau pejabat yang Icbih tinggi, maka l'ejabat Pengawas
membuat Iaporan, hasil' pemerlksaan. kepada Pejabat Adrnlnistrator
atau l''ejllbat yang lebih U.t)ggi dJsertai dengan berita acara

'.

12:·a. Contoh Kasus'Peojatuhall Hukurnan Disiplin Oleh Pejabat yang Leblh

Tiilggi.
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I Ptll .. 1,
I K..B~I:I, ri.,iii fl;rjdp-,,- 'f":_/o II .

I

13. a. Contoh PeuyusunanTim Pemerikea
Sdr. Alvian j',!aJaran~(mg, seori).ngPPPK, Jab"alitn lnstruktur ..diduga;

telah melakukan Pclanggaran Disiplin, yang ancaman hukumannya­
'berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK
membentuKTim Pemeriksa yang terdiri dan atasan langsungnya, unit
kerja yang membidangi pengawasan Internal. unit kerja )"ang. ~, . '.

memoldangi kepegawaian, atau pejabat lain yallg.ditu;njuk.

A} Corel yang tidak perlu.
") tsilah sesuai dengan pejabat Jang bcrwcnang mcnghukum,

2 ; _ .
1 ~ ~._ " "' .. ,."' •......_ _ ~.•.,.; dan
Ternbusan Yfu :

NlP ..
NAI\1A .

Yang melaporkan
(/\taS3t1 langsungj Ketue Tim
Pemeriksa"l.

2. K~wenangan unruk mcnjaruhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK
.tersebut mains rnerupakan kewenangan .., , ",.\0).
Sehuburigan dengan hal tersebut, disampaikan- Berita Acara
Pezneriksaan terhadap PP.pK y"'~gbersangkutan untuk digunakan
daJam penetapan keputusan peujatuhan Hukuman Disiplin .

Demikiao disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mesnlnya.

....., , ~ .

dislplin .
dijatuhi
Disiplin

melakukan pelanggaran
dlrekornendasikan untuk

1. Yang bersangkutan terbukti
.........., ..: , sehingga
Hukurnan



1
---p;;; :

It..:.. SKJtJ.)tl! I ,,. 11j ~'"f);
'-

1 v I. ~ , j i-, ...

') Corer yang ..tidak perlu.
2 :· ~ ~ ·..·..· .
1•••. ;: ~.~.........................••••••••••........•~dan
Tembusan Yth :

-NA~ -;,-; .
NIP ••.-..~ -.,.,.. , .- - .

PPK/Pej'abat yang ditunjuk })
......"., ,..- .., .

Pangkat, .. ~ . ·,··,·······,···,·······1·"····,,····,····,····,,···· , .
.Jabaran .: ..

'3. DemJkianuntuk dilaksanakan sebagaimana mestinya•

Pangkat : _ .
.Jabatan : '...................• J -••••••••••• , ••••• -••• ,.~ ••

d. pejabat lain yang.ditunjuk
N.~t:I);.) : •••.•.•••.•••.••••••••••• , :•••••••.••.•• ~••..•••••••.••••••••••
NIP .. .- ", , , ', , .

Pangkat : ·····.. ········_·················.···...·.·.:..·•.·AA··••••••. , •••••••••••••••••••• .-. •••••

J~b·,~M-... u.u..u...I ~.-~.,.· ••• ••· •• ···.~··'f'.··..,.·.·.······.
b. unsur pensawasan

Nama -;..•.........•... ,........••.... , ,........•..... , ,•.... , .
j:IlIP- : , .•... , ••... _.•. "'..•.. I ••••••••••••••••••• , ••••~I.•• j ••••.•••••••••• ~•••••••••••••••••• ~

Pangkat : : , "." ~.., -..•.................
.Jabatan . ,.. , , ,.~ ~ · 'i ••,•• " ••••~•••••••••••••• ".- .

e. unsur k~pegawaiall:
Nama- : •..............• ~....•••..•.....••....•...•.•........•..•.......•........... ~ .
NIP' : ,.........•..........•.... , ~ ~ ~..•....................

1. Berdasarkan dugaan petanggaran disipHn' yang dilakukan olch Stir.
.................. ., NIPPPK. , pangkat •...... , jabatan , maka perlu
dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman,Djsiplirl sedang atau
berar, maka perlu membentuk.tim Pemerik •.a yang .terdiri dari:
a. atasan .langsung

Nama ~.. ~ ' .
NiP -:', 4 ,., •• ~••••••••• "'_';'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «••.••••

NQMOR :, .•.......................... ,..'" .

Rj\HASIA
PEMBENTtIKAJiI1U1{ PEMERIKSA

b. F.orro",t·E~embentukan Tim Perneriksa
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Sdr. Suherman, S.Kom., S.Tr. seorang PPPK pada salah ><aLUPerangkat-. ~ - .
Daerah, .diberikan kepercay ...an untuk menggunakan kompUlcr yang
mcrupakenbarang rnJlik negara (BM'l!I).Komputer tersebui dipakal oleh
yang bersangkuian umuk mengelola data yang terkalt dengan slstem
keamanan dart rahasia uegara. Suat\! k.elika kompurer tersebur hilang
ketika yang bersangkuran sedang melakukan, tusas,dl luar kota karena
kclaJaiannya sendiri.

Dalam hal dernikian karena kornputer yang hilang beriei data dan
dokurnen yailg terkair dengan keamaoan dan rahasia uegaramaka
perbuaran Sclr. Inclro Suhendro berdarnpak negatif bagl pemerintah dan
n:eg.ara.

oonroh a:

Sdr. Farid .Juharsya, seorang, PPP'K pa(!fl salah perangkjl[ Daerah,
diberikan kepercayaan unluk menggunakan kompurer yang rnerupakan
barang niilik negara (BMN). Oleh yang-bersangkutan, kompuier tersebur
dijual secara tidak sah yang basil. penjualannya dlmanfaatkan unruk

kepentingan pribadi. Kc!ika dllakltk:in perneriksaan terbanap pengelolaan
boning milik negara otch Instansi y~g l1crwcnang terdapat catatan bahws
instansi ternpat Sdr. Farid .fuharsya bckerja tidak tertib dalam rnelakukan

pengelolaan barang m.ilik negara, Dalarn .hal demikian; perbuatan yang
dilakukan oleh $or. I~ilrid .Juharsya, dapat dikategorikan. sebagai
perouatan yaug berdarnpak negatif bagi instansi.

Contoh 2:

Sdr. Aristiarn, S.H. seorang PPPK pada: salah satu Perangl<at Daerah,
diberikan kepercayaan untuk meuggunakan kcmputer yttng merupakan
'barang milik ncg:ru:a..(13M~).Oleb 'yang bersangkutan, komputcr rersebur
dipakai secara sembarangan dan.digunakan tidak sebagaimana mestinya,
sellingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut, Atas apa
yang diperbuat oleh Sdr. Aristiam, S.I·I; Unit Kerja yang' merupakan
tempatnya rnelaksanakan ·J;qga·s.menjadJ kekurangan sarana .dan.
prasarana untnk mel1dukilng pelaksanaan rugas kedinasan, Dalam hal
dernikian, perbuatan .YOl1gdilakukan olch, Sdr, Aristiam .. S.H. dapat
dikaregorikan sebagai, pcrbuatan. yang.. berdampak negatif bag; Unit

Kerjanyn.

14. Contob Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan PaRtor dan.

Dampak yang DirlmbuIkan.

Contob. 1:
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4. Peraturan Badan.Kepegawaian N~garo,Npmor6:Tabun 2022
rentang Peraturan, Pelaksanaan Peraruran Pcmeriutah

Nomor 94 Talrun 2.021 tentang 1);"i111inP"g_;;wai Nege,;
Sipll:

3'..••........•• ~..•••..•.........••. ~.......•............•. ~•.......... ~•....•••..•••.. ';

·J\olengingst::1. Undang.uni:la:ng NQ.in"'[:2.0 Tahun 20~3 ten tang Aparatur Sipil
Negara:

2. Peraturan Pemerintah Nomor ,9~ Tahun 2·.021tenrang
Disiplin Pegawai Neger'jSipil;

C.bahwa berdasarkan pertimbal1gatl sebagairnana dimaksud
dalam huruf a. huruf h. huruf G. dan huruf d perlu
menetapkan Keputusao tenr.a.ng Pebjatuhan Hukurnan

DisipllnT~an Llsan:

d. b. hwa untuk rncrregakkan disiplin, pcrlu menjaruhkan
Hukuman Disiplin yang setimpal. dengan pelanggsran
d,isiplin ya;,;g dilakukannya;

c ~ ~ : ,..; ~ ~ ~..;

b. bahwa perbuatan t"rsehu( merupaknn petariggaran
terhadap kctcniuan Pascal .... , ayat..... , hurtif .... , angka
.... , Peraturan Pemerintah Nornor 9<1Tahun 2021;

berupa , ~ ~ ': ~ ;
JirrP'pFiK, , iclah tcrbukti melak'ukan perbuatnn

Menirnbang ; a. bahwa- berdasarkau hasil perneriksaan Stir ~ ,

..........- ~ - ~ '., '), .

DENG,W ~/\.HMAt TUHAIll YANG1~"'I);SA,

N()M<,'lR ..........•.••••••••.. t •••••••••••••••

1{1t;PU1'USA.L~ I}

15. Fnrrnat; Keputusan Hukuman Diaiplin Teguran, Lisan



P:!~:;i I
lC~,DlJS:?SID.' ~"II I ~i.(6

I- 1'/, ,,.;..-

Tembusan Yth:
1 , , " ;
2. Depuu Bidang Sistcm Informasi I}opegawaian Badau Kepegawaien Negara
di Jakarta; dan .

3; Pejabot lain yang dranggap perlu.

oJ Tulislab nama jabatan dad Peiabal yang Berwenang Menghukurn.

NIP ............••.........•..........•........•.••
N·,\(\'l/\ ···· .. ··· ·······.····1·.·.", 0-, •.•••

.............................................. ,.....,.,. ""')

pada tanggal :..•.............. :...•.~.
Ditetapkan, di : , : ..

Keputusan ini disampaikan -kepada yang oersangkutan untuk
dilaksanakan sebagairnana mestinya.

KIl.'Tl(lA

.................................. , te.la:l~melakukan perbuatan yang
melenggar ketentuan Pasal ...... ayat .... , huruf .......angka ......
Peraturan Pemerlnta IiNonibr 94 'rahun 202 L

KEDUA :. Kcpurusan ini mulai berlaku pacta han kerl" ke-15 (lima belas]

lcrhitung mulai tanggal PPPK JA'Jlg·.bersangkuu..n merrerima
keputusan atau hari k_erjl1ke-!5 ([tm;, betas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Di'slp!in yang 'dikirirn ke

alamat PPPKyl'lrlg bersengkutan,

tanggalp'".dakarena

· ,-.~ ~ - .Unit Kerja

· , , _ ..Jabatan

· .· ~ .
··.'.., , , .I!<lPPPK

Pangi<at

...................~ , , , ,.Kama

IV~';SATU: Menjaluhkan Hukurnan Disiplin berupa Teguran i,isan kepada:

~1c.llClapkan:

MEMUTUSKAN:

-6'i-
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karcna yang bersangkuran pada lang'gaJ telah

• 1···············
· ..: ~ "'-,' ' " ~~- ,., .
•.. .,. .
··.~; ~...•..........•................ :..- .NlPPPK

Pangkat
Jabalan
Unit Kelja

• ~ " -••••••••• j .Nan,a

Mcnjatuhkan Hukuman Disiplin bernpa Teguran Terrulis
kepada:

Menctapkan ;
KESATU

MEMUTUSKAN :

4, Pcraturan Badan Kepegawaian Ncgara Nomor 6 Tallon 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan 'Peratursn Pernermtah Nornor91l-'
Tahun 2021. tenta.ng Disiplin Pegawai i1Iegeri'Stpil:

3. ..: 1••••••••••••••••• : ••••••••••••••••• ~ ••••• ;

Undang-uridang .Nomor 20 Tahurr 2023 tentang Apararur Sipil
N~ara; .

2. Peraturan Pemcrintah Nornor94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri SipU:

Mellg;ngat :1.

-d, bahwa umuk mencgakkan disiplin, pcrlu menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang setirnpal dengan pelanggaran disiplin
yang'dllakukaunya; .

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairuana dimaksud
dalam huruf a.. buruf b, huruf c, dan hurnf d 1'.cr1u
rnenctapkan Kepntusan temang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Terrulis;

c. . ~ , , : ;

b. oahWaperbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal •...r avat ".,_ huruf ,...• angka ,..••Peraturan, ,

Pernerintah Nomur 94 Tahun 2021;

; ~ ,; ~.;

Menimbang: a. bahwamenurut basil pcmcriksaan Sdr , NIPPPK
..................... , tclah rerbukn melaknkan perbuatan berupa

.' •••••••••••••••••••• 'I.••••••••••••••••• ~.~••••••••••• ·········1·········,'iI)
Ofo;NGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

NOM0R ••••••••••....., .
Iffi.pur~~A1f ",.,.' ' · ·······..······· '*'t

'.
b. Format Kepurusan Hukuman Disipiio Teguran Tertulis

,I
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OJ T'ulislahnama jabatan dati Pejabat yrm&BerwenangMenghukum

l~~ -.~ ;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kcpega\vajan !'leg,,':a

di ,)akarta; dan
3. PejabatIain yan~itl'an~ap' perl).',

Tembusan Ylh:

'NIP •.••. ~..•..... "•...•. ',.,-,.~..•...... ,_,., .
NAlvIA ...••. , .......•.........•.•......•• ,' ..•.. " ••.

..................................... " .1<,

Ditetapkan Iii .
'd' .~ .pa a tangga, ..

KElDUA

Tahun 200~.

, Keputusan in; mulai berlaku pada han kerja ke-15 (lima belas)

tethltung mutai tanggal PP.PKyang bcrsangkutan menerima
kCPUIUsaI\ arau hari kerja ke_-15 (Lima belas] sejak: tanggaI
diterimanya .keputusan Hukuman, Oi'sipU,i yaog dikirirn ke

alamat PPPKyang bersaagkutan.

; Kepuiusan lni disarnpaikan. kepada. yang bersangkutau untuK
difaksanakan se~gflimana mcatinya.

KETIGA

Peraturan.Fcmcrintah _NOUIO( 94......•ang~.a....• .huruf ....'J

melakukan perbuatan yang melanggar ketenluan Pesal ..__.. ayat
.'



karena yang bersangkutan pada tanggal ....... . . telah

·· ~ , .Unit Kerja

·-··t····,················~··..ff .. ·•• ··-· •• ••••••• .

- .
· _: : _ ; .
· ~ ~ , , ~., ,~..Nama

NlPPPK
Pangkat
.Jabatan

: Menjatuhkan Hukurnan Disiplin berupa Pernyataan Tidak-Puas
Sewa Tertulis kepada:

Mel,etap'kan :
KESATU

MEt\ruTUSKAN. ,

4. Peraturan Badan KcpcgawaianN~gara Nornor6 Tahun 2022
tentang Peramran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang OJ'sipliJl Pegawai Negeri Sipil;

3 ~ ;

Mengingar : 1. ,Unda.u&·uogang Nomor '20'Ta,hun2023 tentang Af)Itl'~tur Stpil
Nesara;

2. Peraturan Pemerintch Nomor 9'" 'rabun 2021 "tentang Disiplin
Pcgawni Negeri Sipil;

d. -bahwa untuk' mcncgakkan disiplin, perlu rncnjaruhkan
Hukuman Disiplin yang-setimpal dengan pelanRflatarl disiplin
yang dilakukannya;

c. oahwa 'berdasarkan pertlmbangari sebagairnan» dimaksud
dalam hu.ruf 11, huruf 'b, .huruf- c, dan huruf d perlu
menetapkan K~puru$an tentang Pcnjatuhan Hukuman
Disiplin Pernyaraan Ti(lak Puas secara Tertulis:

C•.• " .•••••• r •• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••••••••••• : •••;

b. b!ihw\"perbuataa, rersebu r merupakan petanggaran terhadap
ketentuan Pastil .... r ayat ""! huruf .... , angka .... , Peraruran
Pemerintah Ncmor- 94 'Ta:hun 2Q21;

, '... ..- ".., , ", .., , , , .
Menimbang : a. bahwa menuTU t h't\stl pemeriksaan Sdr , NlPPPK.

......... ' ""'" telah terbukti melakukan perbuatan berupa,

...................' ' ~ ···,··········1"I
DEl'jGAN RAHM,\T 1'tJHlljII YIING MIIIIA ~:SA,

NOlvt(,lR ,.,"', ........................•••••••••••••••• '.

J(EPt;'"1'USAN ,.,.•........... '*)

c. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak l>uas··Secara Terrulis
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1 , ;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kcpegawaian Badan Kepcgawaian Negara

eliJakarta' dan.. .
3. fejab£ll lain yang dianggap perlu,

T_PIDbusan Yth;

'NIP :.. ~ ~ ','"
NAM" .

....................................................... .)
p.a:da.-1anggal , .
Diteiapkan di ; ,..~.~ ~ , ~ .

KEDUA : Keputusan 'ini rmrlai berlaku pada han 'keI:ja ke·15 (lima belas)
rerhirung .mulal ranggal 'PPPK yang bersangkutan menerirna. . . ..
keputusan .atau had kerj(l. ke-15 (lima belas). sejak tanggal,
diterimanya kt..put~¥an Hukuman Dis.iplifr yang dikirim ke

alarnat PPPK;rang bcrsangkuran.

: Keputtrsan ini, disampaikan .kepada yang bcrsangkutan unruk
dilaksanakan sebagairnana mcsliny«.

KE1'iGA

melakukan perbuatan yang rnelanggar ketenruan PasaJ. ..·... t ayat
.... 1' huruf .....• ar-lgka .... ~., Peraturan Pemcrintah. NO,IDQr 94

Tahun 2,021.
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- -
P;)1.1-Ks, tr.;.fLOj~ A ; Iii t"!f;-,,- I (.~ , ~ -

karen" yang bersangkutan pada tonggaI telah.. ',"

· -...•................... , , .
· " . -• ••...•...•.•..••... -.•.••....•.••• ."•...•••.••••..••••• ··t

,.................................... ,.,....., ..... ,....".
: .,.•••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••• , .

: .~•••••..••~•••••••••..:•••.••••••••••••••••••••••••••'0"Nama
N.,LPPPI«
Pangkar
.Iabatan
.Unit Kerja

; 1I-!or:>jaluhkanHukuman Disiplin bcrupa. pcnundaan kenaikan
g!l_ii berkale..selama 6 (er(aml bullu1 kepl'da:

RESAru
t\o!e'lletap)(ilJ1 :

lvLEM LJ1'USK-'\I'J :'

~. Peraturan, Badan Kepegawaian Ncgara. Nornor is Tahun :2022
tentang Peraiuran Pelatesanaan Peraruran Pemeriman NornoT
94 Taliun 2()21 rentang Disiplln Pegawal Neger! SipiL;

3 ,...,', ;'

Mengi,rgat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 t~htangAparauir Sipil
Negara:

2. Peraruran Pernerlnrah Nornor \14 Tatum 2021 tentarig Di'sipLi'n
Pegawal Negeri Sipj.J;

d. -bahwa untuk menegakkan disiphn, perlu mcnjatuhkan
Hukuman Disiplin yang setimpal deagan pelanggaran disiplin
yang dilakukarmya;

e. bahwa berdasarkan perumbangan .sebagahnana dimaksud
dalam huruf a. huruf b. hUTlI' e. dan huruf <i 'perlL!
menetapkan Kcputusan tentang Pcnjatuhan Hukuman
Disiplin penundaaukenaikan gaji berkala selama (; (eliam)
:bul8J);

·C••• , •• , .•••••.••••. , •..•••....•• ~..••....•...••.. ~...•....••....•...•...•....•••...••• , .• ;

b. bahwa pcrbuatan rersebut merupakan pelanggaran rerhadnp
ketenruan L~asal...... aya, ..... 'huruf " ..., ungka " ... Perature."
Perncrintah Nomor 94 Tahun ~021:

................... , , :'

bahwa menurut basil pemeriksaan ~.._ _ "1I1.}
·Srlr _'''" N.lPPP.K. ,.. " _." , telah terbukti
melakukan, oerbuaran berupa- -

Menimbang : .a.

...., ,." , ~......................• ")
DENGAN RAj·L\1ATTUHAN YMO '~:W'IA ESAr

NOJ\.10R ,,- .
.KEPUT-USAN ,., ._ ",., .•....••..•.....••••••• '., ,\oJ

e. Format Keputusan Hukuman Disiplin perrundaan kenaikan gaji berkala­
selarna 6 [enaml bulan
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-f"h. .d
K:. ahP3t,V .f p III I f$'if.!_
f /1 I f

2. Deputi !3idang S.istem lnformasi Kepegawaian Badan KepegawaianNegara
dl J.akaJ-ta; dan

3. Pejaba.tJruri yang dianggap .perltt.

")Tu.lislah nama jalratan dari Peja:bat yang. Berwenang Menghukum
h) apabila keputusan ditetapkan oleh Rl1K
"'J apabila kcputusan. ditetapkan oleh bUkan I?PK

1. . , ,;
Ternbusan Yth:

NIP .......•..... ,......~_....•.....•....•..............
NAMA : ..

..........: -. ,- .- ,' .)

D·· . k dirretap a·n I , '."

pada tanggal .

KltrlGA

melakukan perbuaran yang melanggar ketentuan 'PasaJ ...... ayat

..... e huruf ...... angka, ........ Permuran Pernorintah Nornor 94

Tahun 2021.
:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan. '*) Apabila

tidak 'ada keberatan, rnaka Keputusan ini mulai betlaku pada.

had kerja ke-LS (lima belas) ..lerhitung mulai tanggal PPPKyang
bersangkutari rnenerima keputuseu ini. ""1 atau hari kerja ke-
15 (lima bela::;)sej>lk ianggal diterirnanya keputusan Hukurnan
Disiplin yang dikirim ke alarnat PPPI('yang bersangkutan.

: Keputusan, ini disaulp!tikRIl kepada yang b.er~angi>Dt.a11uuruk
dilaksartakan sel,>,lgalmana mestlnya.

KBDUA
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., ..... J.A,.'". -ib. OitP£f111 n ,III j'j.oJo,- -II l'f -. -I

'karena yang bersangkutan pada tanggal ...... ~,.... ,..... ""."." ...

· ..,',..~."._", '.''., , ~..·i.···.·,.,. .

··.................•... , , , " .·· , , ~ , .
.. "'· :'..Naritil

NrpPPK
Pangkar
.Jabatan
IJnil KCrJa

, Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan
gaji berkala selama -9 [sernbltan] bulan kepada:

Menetapka,n :

KESATU

II'IEMUTIiSKAJ'!l :

4. Peraturan Badan Kepegewaien Negara Nomo}' 6 rabun 2022
tentang Pcraruran Pelak~ana('UlPeraturan Pemerinrab Nomor
94 rabun 2Q2J teritang Dtsiplln Pegawai Negerl Sipil;

3. ,.·." ··..··,·'··..1··•••··.·,···,·.·· ••·····,••••..,••••.•••..••••.•••..•••..••••• :

d. bahwa. untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
Hukuman Dlsipllnyang setimpal denganpelanggaran.disiplin
yang i1il;i.k)l.kannya;

e; bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dirnaksud
dalarn huruf a. huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
rnenetapkan Kcputusan tentang Peniatuhan Hukuman
Disiplin pcnundaan.kenaikan gaji berkala setama9 (~.embiJaIII
bulan;

i. Undang-undang Nomor 20 Tahl'U'l2023 tentang J\,P"ratur Sipil
Negcu"a; .

2. Peraruran Pemerintah Nom,)r 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin
l'egawai Negeri Sipil;

MeDgin~tl,l:

~ •• "-'~."'" ~ ••••••••• , •••••••••• , •• , ••••••••• , ••••••••• T •• , •••••••••••••••••••••••••••••• :

b. bahwa perbuatan terseout merupakan pelanggareu terhadap
ketentuan Pasal .... , .ayat ...:. huruf ..... angka, ..... Peraturan
Pemerintah Nomor 9.4.T,~hun2021;

........~ ~ , .

M-enimban~ a. bahwa ll1euurut 113.Si1pemcniksaan. , , '..' , - **)
Sdr : " , NIPPPK telah terbukti
melakukan perbuatan berupa

............................ , •••••• , ••• ~ ..•••••••••••••••••.••••••••• N)
DENQAN RAHMATTUrIAN YI\NG MA~ ESA•

N,()l\1()R .: ..........••.•••••••..•••........... ,.," ...•...

I(BPU'/'USAN ..•.._ )

d. Format Kepurusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala
·sela",a 9 [sembilan] bulan
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1-::-=--,P,..",
k., 81(j)S~1 I J .11

'11\ilislahnamajabatan dari.PcjabatyangBerwenang Menghukurn
.. ) apabila.keputusan diretapkan oleh PPK
*'*') apabita keputusan ditetapkan oleh bukan PPEr

2. D.eputi Bidaog Sj~~emInforrnasi Kepegawaian BadanKcpegawaian Ncgara
di .J~kllrta; (jan

3, P~J"ballain yang dianggap pertu,

1 :.;
Tembusan Yth:

NIP .
Nl\MJ\., ••..••• '.':•....•• " .•... ,•.....•....••• ,.....•..

..... .}
Ditetapkan di _ .
pada tanggal .............•.......................

: Keputusan ini disampaikan kepada .I'a:ng bersangkut,an urrtul«
dilaksanakan sebagairnana mestinya.

RETIGA

Keputusan inimulai berlaJru pad" tanggalditetapkan. ") ..o,pabila
tldak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku. pada
harl kerja k.e-IS (lima 'belas] terhitung mulai tanggal PPPKyang
bersangkutan menerima kepuutsan .ini.••• ) atau had kerja ke-
15 (lima belas) sejak ~ggl!l diterimanya, kepurusan Aukuman
Oisiplln y';ng d·i·ki.imkealamat'ppPK yang bersangkutan.

KEQUA

telah. mclakukan pcrbnatan yang melanggar ketentuan Pasal

.....• ayat ...., huruf ....., angka ......., Pera~uran Pemerintah
Nomor 94 Tehun 2021.



".I:()I,''', 'ii=1t ,.-

·· , , .
·· .~..............•, ~ ~ .
··,- .
·• ••••••••••••••• -0 •••• , •••••••••••••• , , •••••••••• ~. __ •• , •• ,

: ; .Nll111a

NIPPPK
Pangkal
Jabalan
Unit KerJa

Menetapkan :
K~;$ATU : MeDjatuhkan lIukuman DUliplin berupa pcnundaan kenaikan

gaji berkala selama 1'2(duB.bolas) butan kepada:

~1EMlfl'USKAN :

4. Peraturan Badan Kepegawaian "'egara Nomor 6 Tabun 2022
ten tang Pemurran Pclaksanaan Pcraturan Perncrintah Nomor
94 rabun 2021 tentang Dlsiplin Pcgawai Negeri Sipil;

3 ~._._ _ _ '0 •••••••••••••••••••••••••••••• ., •••• :

McnAl11gat: 1.Undang-undang Nomor 20 Tabun 2023 tentaug Aparalur SlpiJ
Negara;

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 941'nhun 2021 tentang Disiplin
Pegawai NCl!(eriSipil;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjaruhkaa
Hukuman Oisiplin yang seumpat dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannyai

e. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagairnana dimaksud
daJamhuruf a. buruf b, buruf C, dan huruf d pertu
menetapkan Kepo1usM tentang Penjaluhan Hukuman
Oisiplin pcnundaan kcnaikan goji berkala selarna 12 (dua
betas)bulan;

C•••••.••••••••••••••••••••.••••••••• , •••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• j

Memmbang : n. bahwa menurut .hasit pemcriksann )
Scir. . , NIPPPK. tclah terbukri
rnclakukan perbuatan berupa " ;

b. bahwa perbuaran tersebut, merupakan pelanggaran, terhadap
kctcnruan Pasal .... , nyot .... , huruf ....•angka ..... Peraruran
Pemerinrah Nomor 94 TtLhUD'20'21;

........................................... ~ , ..)
O!;:N(lAN RAHJyIATTUHAN YAI\'C MAI{/\ "SA,

NOM(lR ....•...•...••............•........ ,..•.........•

KEPUTUSAN •••.....•.•.••..•••.~.••••••••••••.................••••••.•.........•..... ---t

e. Vonnat Keputusan Hukuman D;"iplin penundoan kenaikan gaji herk.u.la
selama 1'2 (du .. belas) bulan
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PO!rC;l
1(s, 8KP=:lr "" .!:!..I r'f~'- f- , (. I, 'r,

, .-

2. Depuri Bidang Sistern lnformasi Kepegawaian Badon Kepegawaian Negara
di Jakarta; dim .

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*') 'I'ulislah nama jabatan dan Pejabat yang Berwenang ~ellghuJ.."Ui1i
"1 apaJjila keputusan ditciapkan.oleh. ppj(
•.••) ..,,·pahil'fkepurusan ·dit~t,,:pk.an'oleh bukan PPK
f. FormatKeputusan Hukurnan Disiplin Pemutusan Huburrgan Perjanjia.o Kerja

dcngan Hormat Scbagai PPPK

1' '., ;
Tembusan Yth:

NiP ..
NM1A ,., , " .. _ .

........, '.'.........• )

Ditetapkan di ...........•........................
pada tanggal, ,......•...•.. , ~•. ,-,0" ., ••

: Kepurusan ini disampaikan kepada yang bersaogkuran unruk
dilaksanakan sebagalrnana mestinya..

K&.:'rtCA

t:J~J"AA'ngkut..anmenerima kepurusan ini. ..n;"",) atau han kerja ke.-

15 (lima..bolas) sejak LanggaJdlte.<imanya kepurusan Hukuman
Disiplin ~.arigdikirirn 1<0.aJamat PPPKyang bersangkutan ..

karena. yang bersangkutan pada Laoggai " n telah
melakukan perbuatan yang melanggar kctentuan Pasal .....• flya.t

...... huruf .....• angka ....... Peraturan Pcmerintah Nomor 94

Tahun 2021-
: Keputusanini mulai berlaku pacta tanggal djt~(apkan.:·~) Apabj!a

tidak nda 'keberatan, maka. Ke.p.utusM irii mUla.i oei'la,ku padn
ha ri kerja ke-15 (lima.belas] terhitung' mulai lruiggaJ'ppPJ{yang. ~.

.
KE;I)'L,,\

-"-/"T-



karen a yang bersangkutan pada UlnggaJ telah

·· .Uuit Kerja

· ......••.....•..-•.........••....••.._ .
·· .
: ••• ~•• 14••••••••••• :••••••••••••• ~•••• , ••.••••••• ~~••••• ~••'NIPPPK

'Pangkat
.Jabatan

· ~ .N-ama

: ¥eJ;J.ialuhkall hukuman, disiplin: berupa Pcnjatuhan Hukuman
l)isip1in Ptii':'utu"ah I-lubung~n PerJ<l;njianKerja.dengan :hormat
sebagai PPPK kepada:

KESATI)
Mcnctapkan :

,,:[EMUTU'SKAN :

4. Peraturan andan )<'e~gnwaian Negar.a Nomor 6 Tahun 2022
tenfaflg Peraruran Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor
94 rabun 2021 tentang Diaipljnpega,,·ajNcgeri Sipil;

3. . ~ ~ ,., ~ ;: ~: : ,..~ ,-..~j

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara; .

:? Peraturan PcmcrintahNomorSdTahun 2Q21lcnlangDisiplin
pe.gaw.ru Negeri Sipil;

d. bahwa unruk mcncgakkan disiplin, perlu menjaruhkan
Hukuman lJ.isiplinyang. setlmpal dengan, pelanggaran disiplin
1'atig dilakukannya;

c, bahwa bordasarkan pO:r!.iinpWIg!U) sebagailnana ..diln'U>~\Ja
'daJam huruf a, huruf b, huruf" c, dan huruf d perlu
rnenctapkan Keputusan tentang Pcnjatuhan Hukuman
Disiplin Pemurusan Hubungan P<".Jjaojiarl Kerjil. D"ngan
'·10[11)a t;

C••.•.•.•.••••...•••...••..•.••......••• ~..••••••••• ':' ••• , ••••••••••••• " •••••••• , ••••. , •• , ••i

1'>, bahwa perbuaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap
keicmuan Pasal .... ; ayat ..... huruf ..... angka .... , Peratura n
Pemerlntah Nomo,'\1'1 Talruu, 2(2);

bahwa berdasarkan basil pemeriksaan lim pcmeriksa Sdr .
.._', ,..'.,.... NIPPPK. .. , lelah terbukti
melakukan. pcrbuatan. bcrupa ., , , ',,',..~

Menimbang: -a,

D.EN(}AN RAI:fML\'r WH,~N ""NO MANA 8SA,
" ')..................................................................... ,

NO~OR................••....................,...,......

KEPlJ'P'USAN ................•.••••••••••••••........ '" "'_, 11)
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') Tulislah nama jabatan dati 1'eja.b'~t),fl.JJ·SBerwenangMenghukuni

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kcpegawalan Badan Ke;pegawaian N.ega''a
diJakarta; dan

3. PejabAt lain yang diang,gap per Ill.

.1 ...• ~.~ _ ,.,., ;

N.MiA .-. , ' ,.. _., , _ ..
rflP , _ .

'J....................... _- .

Ditetap,k,an di , ..
pada tat1~aJ ~................•..,.~..•., ,.

: Keputusan ini .mulai berlaku pads harl kerja ke-J S [lima bclas]
terhitung mulai tanggal PPP.K yang bersangkutan menerirna
keputusan atau han kerja ke-15 (UJn~ be!as) sejak tangg.al
ditertrnanya keputusan Hukuman 1.~istplin'Sang dikirim. ke
alama; 1'1'1'K'yang bersangkutan.

: 'Keputusan inj dis.ompnilml)kepada yang. bersangkutan untuk

dilaksanakan ~eb~~iman" mestinya,

: Kepada' PPPK tersebut dahun Diktum KE-S"TU.diberikan hak­
hak kepegawaian sesuai dengan 'ketentu..n peraturan

perundang-undangan,

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... , ayat

..... 'huruf ...... angka, .......; Pcraturan Pemerintah Nomor ~4

Tahun 2021.

Tembusan Yth:

KETIGA

KEOUA



•.. , _, .Unit Kerja

-.. ,..
~._.,••••..•.~••••••.~.••i......•.••.·••...~.•, ~.•

: : •• 4 •••••• : •••••• _NtPPPK
l'a:ngkal
J:.tbt-ttan

: Menj!lt.llhka.n hukuman dlsiplin berupa Peniatuhan Hukurnan
Disiplin.Pemutusan HubunganPerjanjian Kerjadengan hormat
tidak alas perrnintaan sendiri sebagai PPPK~kcpa~a;
N·aw1.=t ! 4 ••••••• ~••••••••••••• 4 ••••••• ~•••••••••••••••••

Menerapkan :
KJ,;gATtJ

MENfUrUSKAl'j :

4. Peraturan Badan Kepegawaian .Negara Nomor 5 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemeriotah Nornor
')4 r~hu;'2021 tentaog Disiplin Pegowai Negeri Sipil;

3 ~ ~'4' .: •••• ~.: •••••••••••• 4••••• ~.: •••••••••••••••••••• , ••••••••• ,' ••• ,i

1. Undang-undang Nomo(20 'l:abu1:12023tentang.Aparatur Sipl!
Negara;

2. Peraturau Pemerintah Nomor94 'l'alluo,202 t tentang ..Disiplin
Pegawai Negc!p Sipil:

Mengin~t:

d. 1)3Jt'va untuk -rnenegakkan ·dfsiplin. perlu mcnjatuhkan
Ffukuman Disiplinyang setlmpal dengan pelanggaran (li~ipJjo
yang dilakukannya,

c. bahwa bcrdasarkan pcrtlmbangan sebagalman» dlrnaksud
dal~m huruf a, huruI b, huruf c, dan huruf d porlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhen Hukuman
Di,ipitn Pcrnurusan Hubungan Perjanjian KerJiI I.l.engan
Hormat Tidak Atas P.erminta.all Sendiri:

c. ~ ;

it. bahwa berdasarkan .ha~iI pemeriksaan tim pemeriksa Sdr.
"""""'_"""""'. NLPPP1C "_""""""_""', tclah tcrbukti
melakukan perbuatan berupa "." "" "'"" .. ,,"" ..""_"""""",,.;

b. 1JaJ)\"a perbuatan tersebut merupakan pelanggaran rcrhadap
ketentuan I"~lS;::U'''!J ayat ,...~nurur "'-', angka .... , Peraturan
Pemerlntah Nomor'94 Ta)lun-2021;

...............................•....••...•... ,••....•. " ...........•• *)

NOMOR """_._._._""._"" """,,.

DENGAN RAID,lATTUHAN YANG MAI'Li\ ':;$:\,~. .'

1<l!:?U-rUSf\N 1••••••••• 4 , •••••••••••••• "".,.~l

g. Format Kepntusan Hukuman Disiplin Pemurusen Hnbungan Perja nj ian Kerja
Dengan Hormat Tidak Atas.Permintaan Send.irl S.ehagai PPPK
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'1 Tulislah nama jabatan dart Pejabat yang Berwenang Menghulcum

Tcmbusan Yth:
J. ' ','" 4 ;

Q. Deputi Bidaog Sistcm-Informasi Kepegawaian Badan Kepegawtl[an Ntga.,(Q
eli Jakarta: dan

3. I;'eja.l:'"t lain,y~gdianggap perlu •.

N1P ... ~"4..... '.~ .••_." ..... ·••••. " •••.•.••.•.... ~•••

Nt\rvtJ\ t •••••••• ~•••• , •••• " •••••••••••••••••••••••••••

..................................... ,;;.. ...:. "")

pada tan~~ " .
D·' t'_, . diJ.te apkan ., .....•........~..... ._...•.........•

melakukanperbuatan yang melanggarketentuan Pasal ...... a;y'l'
.... , hunif angka Peraruran Pcmerintali Nomor 94

Tahun !:1021"

: Kcpada PPPK tersebut dalnm Diktum KESATU. diberlkan hak­
hale kcpegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

; Keputusan 1.11; mulai berlaku pada hari kerja kc-15 (limabelas)
tcrhitung mula; ranggal PPPK yang bcrsangkuian menerlrna
keputusan atau hari kerja ko-15 (lima belas] seiak tanggal
<!it~rimaJlY~keputusan liuk\J]ii,¥, Di~j'plin YWlj;.dikidm ke
alarnat PPPI(yrulg bersangkutan

: Keputusan ini,disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan eebagaimana mestinya.
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NIPPPK
Pangkat
.Jabatan

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa .Penjaruhan Hukuman
Djsiplin Pernurusan. flubungan Pc!ijan.lian Kerja tidak dengan
hormat sebaga: 'PPPK k~'J)ada:

Menctapkan :
KESATU

MEMLil'USKAN :.

4. Pcraturan Badan Kcp.egawaian.Neglu:a Nomor 6 T-8hU[l2022
!eOlan(1peral\lr.a.n Pela.k"sanaah Peraturan Pemerintah Nomor
')4 Tahun 2021 tellt<ui!ll)isiplin Peg.a",ai Negeri Sipll:

3. . ~ 1

Mcngingat : 1. Undang-undang Nomoj··20Tahun 2{)23 tentang Aparatur Sipil
Negara;

'2. Peraturan Pemerintah Nomor 94"allun: 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

.d. b..hwa untuk rnenegakkan disiplin, perlu menjarnhkau
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

.e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
.dalam huruf It, huruf b, .huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan centang enjatuhan Hukuman
Pisjplin Penjatuhan, Hukuman Disiplin Pemutusan
Hubungan Perjanjian .Kerja tidak, dengan, hormat sebagai
PPPKi

c;- .•..•.•••.. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••.••••••••..•.••.... :

Mcnirnbang: Q•. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lim pemeriksa Sdr.
•1••••••••••••,......... NlPPPK. Lelah rerbukti.
melakukan perbuatan berupa .......................•..................... ;

h. 'bahwa perbuatan tersebutmerupakan l'ch,nggaran terhadap
kctentuan Pasal .... , ayat .... , huruf ....~angka .... 1 Peraruran
Pemerlntab Ijoulor 9.4Tahun 2021;

••• •••• ••••••••••••••••••••• , •••••••••..•••...••.•••••••••••••••••• '0' .)

DE.NGAN RAHJl.1AT TUI·lAN VANG MAMA ESA •

NOJ..10R .- .- .
~E·PUTUSAN : ..•.•••.•.•. "" •••........ '.'~." , "~

[. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penjaruhan Hukurnan Disiplin
Pemurusan Hubungan PeIjanjial1 I,(e.ja Tidak Dengan Hormal S.cbagai PPPK



~)Tulistah nama jab"",n dari ~'ejaba.tyang Berwenang Menglrukum

2. Deputi Bidang SigtemlnfOIll!asi Kepegawaian Badan ,Ke-pegaWt<,ii'lIl N<;gar.!)
d.i ~Ja-kal'ta-~dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

1 _. _.,_..,._." ;

NIP , .
NA'~1A...,.....~..... ~... ,•.... ,~...~•..........~..... ,..

••••• ~ ••• 4 •• _•••••••••••••• ._.._ •••••••••••••••••••••• ._••••••••••••• IV)

"ada taO"aal __ _ _._ _ _._ _ ..
f,' :)t;

Oi tctapkan di t •••..•••. t ••••.••• t •••••••

: Keputusan 'ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dllaksanakan sebcgairrrana rnestinya.

: Kepada PPPKtersebut dalam Diktum, KESAT.U, dlberlkan hak­

tiak kepega~v!lian. sesuai dengari, ketentuan peraturan
perundang- undangan.

: I~epulusan ini rnulai berlaku pada han kerja·ke-15 jlirna belasj
terhitung muJai'tangg-ru PPPK yang bers<lngktlt}1Jlrnenerima
keputusan arau harl kerja ke-15 (lima belas] sejak tanggal
d1teril:ttany" keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat P.P.PI<yang-bersangkutan,

karen", yang bersangkutan pada tanggal : telab
melakukan perbuatan yang mclanggar ketentuan Paj;al ayat
.... , huruf .•._.• angka Peraturan, Pemeriruah Nemer 94

Taliun 202L

KEEMPtiT

KETIGA

KIIDUl\



16. a. Conrob Kasus Pcrtimbangan dalam rvl'elljaruh)<a.nHukuman Disiplin.
Contoh: .
S.dri.Yillrarlga, s~ot'il:ng'pPPK pada salah suatu PerangketDaerah. telah
melakukan peilgg<,<JQ.nanbarung-barang rnilik News berupa alat ttilis
.kantor (ATK) unruk kcpcotingan pnbacti dan terbukti melanggar
larangan yang bcrdampak negaill pada Instanai ya:ng bersangkutan.
Sehingga oleh Pejabat )lang Be,rwenan&Menghukum dapat dijatu)lkan
Hukuman Dlslplin sedang, Dengan, dcrnikian, berdasarkan bast!
pertimoangan Peja.bat. yang'Berwenang l\'l'enghukum maka:
1) apabilavang bersangkutanbaru pertarna k!W melakukar, perbuatan

tersebut dan terpaksa .melakukannya karena kebutuhan ckonomi
yang mendesak, make Pejabat . yang Bcrwcnang Menghukum
rnenjatuhkan Hukuman DisipJin tingkat secang berupa Pernindaan
-kenaikan gaii berkala .selama 9 [sembilanlbulan.

2) apablla yang bersangkutan, rnclakukannya karena untuk mencari
keumungan pribadl atau memperknya -diri, maka dapat diberikan
Hukuman Disiplin tingkat sedlUlg berupa Periurrdaari kenalkan gaj;
berkala setama l~ (dila 1>.I"s)bulan.

b. Coruoh Kasus PPPK yang Mel~n BeberapaPelanggaranDisiplin.
coruoh:
Sdr. Abdu! Razak. jabatan 'Analis Kepijakan p'>'ld,,.suaru Perangkat

Daerah. Yan~ bersangkutan diduga telah rnenyalahgunakan
wewenangnya, Setelah dilakukan pemeriksaan eleh atasan
langsungnya ternyata eli. samping.menyalahgunakan wewenangnya,
Yang berssogkutan juga nrenertrna hadiah yang berhubungan
dengan JaQiltan/pekeljaru1. Dalam hal .demikian, yang
bersangkulan dijaruhl l (satu) jenis HukUman I);sipll" ya"g
rerberat,

C. Contoh Kasus, Penjattihan. Hukuman Disiplin 'yang Lebili bcrat dari
Hu kuman Disiplio-tefakhir yang Pernah Dijatuhkan. K<.Ipad(UlYI\.
Contoh:
St!rl. Fitra J.aya. S.H., seorang 'pP'PK pada ,wab saw Perangkat Daerah,

pada rabun 202,Cl metakukan Pelanggaran Disipliu tidak
melaksanakari t1iga'~kedinasan .l'a.ng dipercayakan dengan penuh
peugabdian, .kesadaran, dan Canggung jawab, yang. berdampak
negati" terhadap Unit Kerja. Yang bersnngkutan telab dijaruhi
H·u~"Un)·3J1Disiplin ringan berupa. teguran tertulis. Kernudian pad-a
tahun 2024 yang bersangkutan mengulangi perbuaran y.ang sama,
Dalam hal demiklan, Sdr. $kra .,laya, S·.H.. dijaruhi Hukuman
Disipliu yang Iebih,berat dari Hukuman Dieiplin terakhir yang
pernah. dijatuhkaa kepadanya .yaitu Hukuman Dislplin 'rlilgan
berupa teguran- tertulls menjadi pernyataarr ridak puns secara
tertulis oleh Pejabat yang Bcrwcnang Mcnghukum.

-81-



Tembusan Yih,
I.Kiip'a1aPerangkat Daerah yang oersangkutan ...
2. KepaJa Petangkal:l)aerah yang mem i)id'angi Kel>egawaian ..
3'. Pejahat lain yang dianggap perlu. .

., coret yang ridak pertu.
•~) isj deng.fin nama satuan .kerja..

NAMA
NIl'f'Pl< ..

Pemohon,

1, Bahwa.!lIasKeputusan ... Nomor ... tanggal ... tenrang penjatuhan Hukuman
Disiphn berupa pemberhentian dengan hormat tldak atas perminraan
sendtrf /pembernentinn tldak dengan hormat sebagal Pega",,,; Pemerintah
dengan Perjanjian kerja"), saya. telah rnengajukan' banding. administratif
Icepada Badan-Pcrtimbangan Kepegawalan, tMggaJ ..• (rotc kopl terlamptr).

2. Bahwa sambll menunggu kepu'tusao Badan Pertlmbangan Kep.egtlwillan,
·den.g~niili say" menliajuJsan permohonan 'izin untLr), dapat masuk ktlija dan
melaksanakan tugas eli Iingkungan ... '.).

3. Demikian permobonan lni ~<;ayR.sa mpnlknit, dan 'ata~ perkenannya
'diucapkan terlma kasih.

Yih. Bu.pali Mu,,"iBanyuasjn
MelaluiSekrctaris Daerah I .
(lS - .

Lampiran
Perihal

Tcmpat, :.. tanggal ... bulan ...... tahun. ...

17. FORMATPERt;lCiliONAN IZ[NUN'I'UKDA)"AT M.....SUK~~JA DAN
MEI..AKSAN....KAN TUGAS SELAtvIA DALAtvI PROSES BANDING
ADMTN1STRATlF
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- T'm.t.- s~K>.ej@SO~ A 'Ill
,

IL.r- ," .

Tcmbusan, yth:
I, : : :;
2. PjOjabtulain yang <lianggap perlu.

'I 'l'ulislah nama jabatan darip.ejaool yangD,i,\nanli'U\Ulga~surat panggilan.

NAMA .............•....................•.... , .
'NIP ..........•...•.•........•...• ,.....•. ~......••••

.••...•••..•.•. , "" k)

untuk menerima Keputusan ...................• Nomor , tanggal ..· ~I

ten tang penjatuhanHukuman Disiplin ..: ...
D.cmiklan disampaikan UOtU~dilaksartakan .

•• ., ••_.','':'"'' " ~.1••••• '0-.'•••', ••••••••••••••••••• "'••••• , ••• , •••• , ••••••••••••••••••

• , ••• o~•••••• _•• 040 ••••••••••• ,.~ •••••• ~., •••••••• , ••••• ~., , •., •• -:•••

· .I.·..·..·.··········.····,·····..········.·········~· ~ ,.- .
• , ••••••••• , ••••••••• ~ _•••••••• ~~ , •••••••• 4 ••••• ~ •••••••••••••• ~._

· , ~.." ;, .·· - ' ~ , , -.- ~
• •••••••••••••••• , •• , •• 00' .~••'" ••••• t··,~.••.,•.." .toO_ ••••• ~••••••••••••••••••••••• 1••••••••••• ~

· -..~ -.- - - ,., , .Nama
NJP/.NIPPP
Pangkar
Ja!?Man
pada
Han
Tanggal
.Jam.
Teinpat

Dcngan ini dimlrrta kehadiran Saudara, untuk meh.ghadap kepada:

RAHIISIA

"Dl ";"" ..,, , :.:.•......,
Yth .

Kepada
••..•.. .•• _ ••. _.,.'4.,.,••..••..••.• = , .

lR Format S:uratP.aJlggi1an.UntulcMencrima,Kepul"san Bul<u,nan l)1siplil •



-.- -P:tl,-,
K.,fKPliC41 fA 'Ill,

' I v'• I

20. conton :ks.sus Pengheritian pembayaran gaji PPPK yan·g Tidak Masti!;:
Kerja dan Tidak Menaari Kctcntuan .Jarn KeeJ" Tanpa Alaean yang Sah
Secara T<\F\.sMenerus Solama 10 (sepuluhll'lftri Kerja,
Contoh 1:
Sdrl. Masltoh'Ta.njuI1g,berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat lidak
MasuR Kerin tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh] han kerja
secara terus mcnerus pada' 1)u13.11Oktober 2022t sehingga -Fade bulan
November 2022 gaj.i yang bersengkutan dihentikan. Narnun bcrdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap yang bcrsangkutan, ternyata keridakhadiran
tanpa, alasan yang sah ye.:ng tW<!i<W<anoleb y@ng bersangkutan hanya
scjumlah 5 \).ima) harl kerja .sllJa. Dalarn haI demikian, gaji yang
l,erSllngkutnn dihentikan harus dibayarkan kernbali sesuai ketentuan
peraturan perttndan~-undtmgan.
Contoh 2:
Sdr; Dedi Setiawan, berdasarkan rekapirulasl kehadiran tercaiat selama
10 (scpulub) hm kCIja sccara lcrus roenems Uciak Masuk Kerja tall pa
keterangan yang san mu:la; 17 Olctober 202'2· sampai dengan 3.1 Cl.lnober
;2022. O·'!,jiy",ng bersangkutan paola bulan November 2022 lulap
dibayarkan pcnllb. Da1_ hal ~\emiki!lo, al't\~ ~><;tdas!'Ikail
pcm~ri,kS~tarl lerbukti babwa ketioaklradi(,>,ll1tMpa ketera.llgan yang !l<)h
sang dilakuk~n olelr ya.llg bersangklilto.11aaalah bellar ·&eji1mlah 10
(sepuluh) hari kerja maka, gaji blllan November yang lelah dibayarkan
kcpada yang bcrsangkurarl hams dikeinbalikan kepal1a aega.ffi, sesuai
k-etentuan peraturan P!'ll'nd>lJlg,ulldangan.

nya,
Sdri. Susi Hilza Farwa, menduduki .Jabatan Bielan pada suatu
Perangkat Daerah, yang bereangkutan dij~tuhj Hukuman Disiplin,
ringau berupa teguran Iisan.Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan
oleh Pejabat yang Berwenang 'Menghukum pada tanggal 1 Februari
2·022. Kemudian yai'g bersangkutan dipanggil untuk menerirria
Kepuuasan tersebut pada lan~a!8 Fcl;intari 202<l, dan hadir pada
rnilggril terscbut, Hukuman Disiplin ringnn berupa tcguran lisan ])::tgi
PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada langgal 2 Maret 2022,
dan &elesai dijalani pada saat itu.juga.

b.Dalam halKcputusanHukumanDisiplln cIl.k:i.rim.kan kcpadaPPPKyang
l)er$angkUt~)114
Sdr. Muruunrn.ad [chla.s, mendnduki .Jahatan Guru pacta. suatu
Perangkat Daerah, yang bersangkutan dijaiuhi lIukuman Disiplin
ringan berupa teguran ligan. Keputusan Hukuman Disipliuditetapkan,
oleb Pejabat ya.ng Berweriang-Meughukum, pada tanggal I Fcbruari
2022. Kerrurdian yang b·.,rs3l!g)<utan dip.anggil unruk menerima
!fep\lt).l.'Ian tersebui p.'~diLJanggal:8 p",l>fI).arl2(,)2.;1,akan tetapi yang
bersangkut ....n tidak hadir.
Keputusan Hukumnn Disiplin dikirirnkan kepada PPPK yang
bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterirna di alamat
ynng bersangkutan pada tanggal r4 Februarl 2022. Hukuman Disiplin,
ring"" berupa. reguran lifjan bagi PPPKyang bersangkutan mulai.
berlaku pada tanfu,'a1S·Maret 2022, dan selesai diialanipada saat itu. ., .
Juga.

19. Kasus Batas Wa¥iu Selesainya Hukuman.Dieiplin rhrga»
Contohr
a. Dalam 'hal PPPK merrerirna. langsurrg. Keputusan .Hukuman DiSiplin



r--- __
f ...:.

••••••••••••••••••••••••••••• , •• , ••• ,", ••• , •••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0- ••

... . ,'., ~ .
............,, - - - '..,., ~ ,', .
................................. ~ ,., ',' .~all..a

NIPPP.K
Pangjatt
.Jabaran

Bersama in; dengan hormat dilaporkan. bahwa, berdasarkan baSil
pcmeriksaan pada hail bulan :... tahun sayo/Tlm
Pemcrikaa'") leh'th mclakukan perncriksaan tcrhadap :

Terrrpat
di-

Yih. . ')

,.-.~....',..

Rahasia
Nomor
Sifal
Lampiran
Hal

Ternpat, Tanggal, Bulan, Tah'un

22. I~ormatLaporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman DJsipl.ln

I,. CO(l(OOKasusPPPK~ang.edang menjalam l'lukuman Disiplin (lao
kemudian melakukan petanggaran disiplin dengan Hukuman
Disiplin yang lebih ringan.
Coruob
Sdri. Rima Melati, jabatan Guru, sedang menjalarii Hukuman
l.;)jsil11inberupa pemotongan gaJi sebesar $00/<•selama 12 [dua betas)
bulan. Dalam jangka waktu. yang tidak terlalu lama. yang
bersangku tau metakukan pelanggaran (li~iplinyang Iebih .ringan,
sehingga djjaruhi Hukurnan Disiplin berupa penundaan kenaikan
ga,ii'bcrkala selama,9 [sembilan] bulan. Drum hal demikian, maka
Hukuman Disiplin terakhir yang berupa penundaan kcnaikan, gaji
berka la -selama 9. [sembilan) bulan, baru dijalani setelah yang
bersangkutan selesai menjalani Hukurnan Disiplln yang terdahutu
.Yakni pcmotongan gaji scbesar 50% selarna 12 (dua bolas] bulan.

·21. a. Contoh Kasus PPPK yang sedang' rnenjalani Hukuman Dlsiplin dan.
kemudian melnkukan pelanggaran disiplin dengan Hukuman,
Disiplin j·ang lel.iih berat,
Sili. Cecep Aodulah, jabatan. Dokter valia '~aJahsaru Peraogkar
Daerah, sedang lllcnjalaoi Hukuman i'lisiplin berupa penundaan
kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan] bulan. Dalam jangka
.wakru tidak terlalu lama,.. yang bersangkutan mclakukan,
pelanggaran disiplin yanglebih berat schingga dijatuhl Hukuman
Disiplin yang.lebih berar berupa ..peuund .. an k~naikaii gaji berkala
·se1ama 12 (dua LJer~s)bulan. Dalam hal derniklan, maka Hukurnan
Disiplin yang berupa penundaan kerraikan gaji bcrkalu sclama 9
[semljilart) bulan diangga.p selesai. dan yang bersangkutan langsung
menjalani Hukurnan Dlsiplin berupa penundaan. kenaikan gaji
b~"k(\fa 'selama 12 (dua ·bela~) bulan.
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H. M. TOMiI

BUPAT IMUS1 BANYUASIN,

;:
j.'

PARA!> I
~'1-. r

Sekretaris Daerah
Asistcn Administrasi
U.nUttl I I-
Kepala BKRSDM tf \

OJ !~ilall sesuai dengan pejabat, yang
oo·nvenahg menghukum .

....) Corel yang tidal< perlu,

S.d5.t
2. " ..,...........................•
1 '.' .................•

tiM)A
Pangkat Gol
NIP , .Tembusan.Yih:

Demikian kami sarnpnikan danatas perhatiannya diueapkan. kasih.

-Yang melaporkan (At.a.an
langl;lllg/'fim Pemertksa"]

Bcrdasarkan hasiJ pemeriksaan, ternyata kewcnangan untuk
menjatubkan Hukuman Disiplin kcpada Pegawai Pemerlntab derrgan Perjanjian
Kerja tersebut diata.s.m.erupakan.:kewenangan 'I.

Sehubungan.dcngan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemcriksaan
,dan/atau Laporan Basil Pemerijqwan""terhadap PegawaiPcmerinrah dengan,
Perjanjian K~rj" yang bersangkutan unruk digunakan, sl'lbagai bahan unurk
menjatu "kart Hukuman Disiplin kt'p'ad'a.Pegawai Pemerineah dengan Perjanjian,
Kerjayang bersangkutan, .

.. ... ................................ -..' .Unit Kerja
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